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Pengantar

BERSENTUHAN dengan pelayanan publik dibidang
pertanahan dan bangunan sering kali membuat orang
merasa enggan dengan berbagai kerumitan yang ada
di dalamnya. Baik dari segi tidak jelasnya prosedur
yang harus dihadapi, lamanya waktu pengurusan,
besarnya biaya yang harus disediakan dan berbagai
keluhan-keluhan lainnya yang mengisahkan sist
“gelap” pelayanan publik bidang yang satu ini.

Bagi para petugas pelayanan publik dalam bidang
tersebut pastilah menyangkal berbagai pendapat mi-
ring di atas. Mereka akan selalu mengatakan tidak ada
yang dipersulit, semua informasi sudah jelas tersedia
dan upaya mengatasi pungli pun telah serius dilaku-
kan. Semua persoalan tersebut dengan mudah dialih-
kan dengan dalil bahwa masyarakatnya sendiri yang
malas untuk mengurus langsung semua kebutuhan-
nya, baik dengan alasan tidak ada waktu dan keingi-
nan untuk semuanya serba cepat. Demi pelayanan
yang cepat dan terima beres ini, masyarakat lebih
suka menggunakan calo atau “orang dalam”
meskipun harus membayar lebth mahal dari biaya
pelayanan yang ada.

Fenomena ini tentunya tidak begitu saja bisa terus
dimaklumi. Sikap pesimistis dari banyak orang bahwa
korupsi tidak akan hilang di negara ini malah makin
memperberat motivasi masyarakat untuk meng-
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gerakkan dirinya menjadi pioner-pioner pem-
berantasan korupsi. Dengan niat yang kuat disertai
dukungan informasi yang memadai serta instrumen
hukum adil, merupakan sedikitnya kombinasi yang
dapat memperkuat gerakan pemberantasan korupsi
yang telah bergulir makin hebatya ini.

Buku kecil int merupakan salah satu upaya untuk
menyediakan informasi yang cukup bagi masyarakat
dalam menghadapi berbagai prosedur yang terkait
dalam pelayanan publik di bidang pertanahan dun
bangunan. Fokus yang menjadi pembahasan dalam
buku ini adalah bagaimana masyarakat mengurus ser-
tipikat tanah dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Sertipikat sebagai bukti kepemilikan merupakan
dokumen yang paling penting dalam menjamin hak
memiliki tanah yang dipunyai oleh setiap orang
Betapa banyak hak masyarakat yang telah direbut
dengan gampangnya oleh mereka yang memiliki
“kekuasaan™ karena ketidakmampuan masyarakat
menunjukkan bukti kepemilikan atas tanahnya
sendiri. :

Begitu pula dengan pengurusan Izin Mendirikan
Bangunan, karena ketidaktahuan terhadap pelayanan
publik yang satu ini, masyarakat kadangkala “nekat”
membangun bangunan untuk rumah tinggal seada-
nya saja yang akhirnya acapkali tetangga-tetangga di
sebelahnyalah yang menjadi korban. Baik akibat sis-
tem pembuangan air yang tidak sempurna hingga
merugikan tetangga kiri-kanan, maupun kejatuhan
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tembok sebelah karena tidak kuatnya pondast.
Walaupun banyak pula mereka yang telah menyadari
pentingnya IMB, tetap saja keluh kesah terlontar
karena terhambatnya izin yang keluar, padahal pem-
bangunan harus cepat dilakukan.

Buku ini mencoba menghimpun berbagai infor-
masi yang dibutuhkan masyarakat tersebut, dengan
berbagai tips ringan yang diharapkan membantu
masyarakat memahami kerumitan pelayanan publik
di bidang yang satu ini. Semoga dengan hadirnya
buku ini menjadi tambahan bekal bagi masyarakat
untuk memupus habis praktek-praktek korupsi di
negeri dan menguatkan niat kita semua untuk ber-
kontribusi semampu kita memperbesar gelombang
masyarakat yang yakin bahwa suatu saat nanti,
Indonesia bisa bersih dari korupsi.

Jakarta, November 2002
Tim Peneliti



BAGIAN 1
Apakah Setiap Orang Dapat
Memiliki Tanah?

-

SETIAP orang berhak memiliki tanah. Kalimat itulah
yang tertulis jelas dalam pasal 9 ayat 2 Undang-
Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria, No. 5 tahun 1960. Tiap warga negara
Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan mem-
punyai kesempatan yang sama dalam memperoleh
hak atas tanah, dalam rangka mendapatkan manfaat
dan hasilnya, baik diperuntukkan bag diri sendiri
maupun keluarganya.

Namun problemnya, dengan cara apa kita dapat
memiliki tanah tersebut. Problem ini dari dulu sam-
pai sekarang masih sulit untuk dijawab, terutama bagi
golongan masyarakat ekonomi lemah.

Cara-cara mendapatkan tanah, dari dulu sampai
saat ini terus berkembang mengikuti arus majunya
kehidupan masyarakat. Dari mulai pembukaan
wilayah baru, tukar menukar, jual beli, sampai dengan
penyerobotan dengan paksa. UU No. 5/1960 tentang
Pokok-pokok Agraria kemudian mengatur cara-cara
mendapatkan tanzh tersebut secara lebih sisternatis
dan prosedural untuk mencegah masalah-masalah
yang timbul di kemudian hari.

Dengan UU Agraria ini, negara diberikan kewenangan



SANKSI PIDANA
BAGI ORANG YANG MENGUASAI TANAH TANPA
LANDASAN HAK

Dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-
lamanya 3 {tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-
banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupich}:

a. Barang siapa memakai tanch tanpa izin yang berhak
atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa
jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan
dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut
UU Darurat No.8 tahun 1954;

b. Barang siapa mengganggu yang berhak atau kuasa-
nya yang sah di dalam menggunakan haknya atas
suatu bidang tanah;

c. Barang siapa menyuruh, mengajak, membujuk atau
menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk
melakukan perbuatan memakai fanah tanpa izin atau
kuasanya yang sah;

d. Barang siapa memberikan bantuan dengan cara apa
pun untuk melakukan perbuatan memakai tanah tanpa
izin atau kuasanya yang sah.

{Pasal 6 ayat T UU No. 51 PRP Tahun 1960)

untuk dapat memberikan hak atas tanah kepada selu-
ruh rakyat Indonesia berupa hak milik, HGU (Hak
Guna Usaha), HGB (Hak Guna Bangunan), Hak
Pakai, dan Hak Sewa. Bagi tanah yang telah dikuasai
oleh seseorang, sebelum UU ini berlaku, agar haknya
dapat diakui orang tersebut harus mengajukan per-
mohonan pengakuan hak kepada negara dengan
memperlihatkan bukti kepemilikan yang dimiliki-
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nya. Sedangkan bagi tanah yang belum dikuasai,
statusnya menjadi tanah negara.

Dari hak-hak tersebut di atas inilah seseorang
memiliki dasar secara hukum untuk menguasai dan
mempergunakan sebidang tanah untuk berbagai-
keperluan. Yang perlu diingat, menguasai tanah tanpa
ada landasan haknya yang diberikan negara atau
tanpa izin pihak yang mempunyainya tidak dibenar-
kan, bahkan diancam dengan sanksi pidana (UU No.
51 PRP/1960). Sebagai bukti kepemilikan seseorang
atas sebidang tanah ini, negara melalui Badan
Pertanahan Nasional (BPN) mengeluarkan sertipikat
hak atas tanah, yang selanjutnya akan dipegang oleh
pemilik tanah ini.

Bagi anda, hal yang terpenting setelah anda memi-
liki tanah ini, pastikan bahwa anda memiliki bukti
kepemilikan atas tanah tersebut berupa sertipikat
tanah. Sebab jika tidak, hati-hati sebab tanah anda
bisa-bisa diserobot orang yang mengaku sebagai pe-
milik sah dari tanah tersebut.




BAGIAN II
Sertipikat Sebagai Bukti
Kepemilikan Tanah yang Kuat

SERTIPIKAT menurut PP No. 24/1997 tentang
Pendaftaran Tanah, merupakan surat tanda bukti hak
yang memuat data yuridis maupun data fisik obyek
tanah yang didaftar, untuk hak atas tanah, hak penge-
lolaan dan hak atas tanah wakaf. Data yuridis dan
fisik tersebut dibukukan dalam buku tanah sebagai
satu kesatuan. Buku tanah ini selanjutnya disimpan di
Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya tempat
tanah itu berada. Sedangkan pemilik hak atas tanah
akan menerima salinan buku tanah tersebut.

Dalam prakteknya, keberadaan sertipikat sebagai
alat bukti kepemilikan yang paling kuat, beluin sepe-
nuhnya disadari oleh masyarakat. Di DK] Jakarta,
menurut data yang dimiliki oleh Biro Pusar Statistik
(BPS) Propinsi DKI1 Jakarta, pada tahun 2000 tanah
yang sudah bersertifikat sebesar 70,72 % dari total
66.152 hektar tanah yang ada. Sisanya sebesar
29,28 %, masih belum bersertifikat, baik itu berstatus
tanah bekas milik adat atau tanah negara. Masih
besarnya persentase tanah yang belum bersertifikat
ini memang dapat dipahami sebagai ketidaktahuan
masyarakat terhadap pentingnya sertifikat itu sendiri
atau bisa juga menunjukkan keengganan masyarakat
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untuk bersentuhan dengan pelayanan yang diberikan
oleh BPN, yang terkenal dengan ketidakpastian dan
pungutan liarnya itu.

Memang kalau kita membayangkan rumitnya
prosedur yang harus dihadapi dengan lamanya waktu
dan besarnya biaya yang harus disediakan, pastilah
keluh kesah dan kekesalan akan selalu membayang;
setiap pemilik tanah yang berusaha memiliki sertifi-
kat ini. Apalagi ditambah, tidak adanya keharusan
yang memaksa setiap pemilik untuk memilikt serti-
fikat ini, terutama yang menggunakan tanahnya
hanya untuk membangun rumah tinggal. Keadaan ini
makin membuat keberadaan sertifikat menjadi tidak
penting di mata masyarakat.

Keberadaan sertifikat menjadi penting ketika
pemilik tanah ingin menggunakan tanahnya tidak
sekedar untuk mendirikan rumah saja. Tetapr ketika
ingin dijual, disewakan, atau dijadikan jaminan bagi
pinjaman di bank, baru masalah itu mulai muncul.
Dalam penjualan tanah misalnya, tanah yang sudah
bersertifikat pastilah dihargai lebih mahal dibanding-
kan yang belum bersertipikat. Atau pihak bank misal-
nya hanya mau menerima jaminan atas sebidang
tanah kalau sudah bersertifikat.

Berbagai kesulitan ini belum seberapa, dalam
beberapa kasus misalnya, tanah yang belum berser-
tifikat masih memiliki peluang cukup besar untuk di-
serobot oleh orang lain dengan kehadiran sertifikat
palsu. Tentunya tanpa sepengetahuan dari si pemilik
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tanah alias tanahnya direbut orang,

Setidaknya ada 5 (lima) manfaat yang dapat di-
terima oleh pemilik tanah apabila tanah mereka telah
bersertipikat:

1. Sebagai bukti pemilikan hak atas tanah. -

2. Menjamin kepastian dan perlindungan hukum

kepada pemegang hak atas tanah.

3. Jika memerlukan tambahan modal usaha dari
kredit perbankan, pemilik tanah dapat mem-
pergunakan sertifikat atas tanahnya sebagai
agunan.

4. Dalam hal pewarisan, adanya sertifikat tanah
akan mengurangi kemungkinan terjadinya seng-
keta.

5. Mempermudah peralihan hak atas tanah.

TIPS
Mengecek Keaslian Sertipikat

+ Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT)
sertifikat di BPN,

+ Cek di Buku Tanch BPN apakeh sedifikat
itv asli atau palsu.

+ Cek riwayat tanchnya.

+ Cek legal auditnya {objek serdifikat dan
subjek sertifikat).

+ Periksa ke Pengadilan Negeri (PN) setem-
pat, apakah sertifikat tersebut pernah atau
sedang berperkara.

» Periksa bukti formal dan material sertifikat.
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Menghindari Jerat Pemalsu Sertipikat

Jangan berikan sertifikat pada sembarang orang.
Jangan mudah percaya untuk menitipkan atau me-
minjomkan serifikat pada seseorang dan pihak-pihok
tertentu.
Jangan biarkan orang lain mengkopi atau memegang
kopian serdifikat anda, selain yang memang fungsi-
onal untuk itu dan terjamin aman.

Jangan pernah meminjamkan serifikat pada siapg
pun termasuk anggota keluarga.
Hati-hati terhadap iming-iming pihak tertentu yang
dengan berbagai alasan bisa membuat sertifikal andq
berpindah tangan.
Bilo anda membeli tanah atau rumah, uruslch segera
balik nama sertifikatnya.




BAGIAN III
Bagaimana Cara Mendapatkan
Sertipikat

UNTUK mendapatkan sertipikat, baik itu sertipikat
hak atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun,
hak pengelolaan dan tanah wakaf, pemohon harus
mendatangi terlebih dahulu kantor pertanahan
dimana tanah tersebut berada. Dari loket pelayanan,
pemohon akan mendapatkan informasi-informasi
sekitar pelayanan pengurusan sertipikat berupa,
dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan, biaya
yang harus dibayar, serta lamanya waktu dari
pelayanan tersebut.

Namun seperti layaknya pelayanan publik lainnya,
informasi tersebut kadangkala tidak sermnuanya bisa
kita pahami. Loket pelayanan pun kadangkala tidak
menyediakan lembaran informasi yang memadai
untuk dinikmati oleh pengguna jasa.

Di beberapa kantor pertanahan, kita akan mene-
mui suasana pelayanan yang berbeda. Di wilayah
Jakarta Utara dan Pusat misalnya, pelayanan kantor
pertanahan disatukan dengan pelayanan publik lain-
nya dari Pemda DKI Jakarta dalam satu lokasi/satu
atap. Di sana kita akan menemukan, pelayanan tata
kota, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Bank DKI
yang bersebelahan satu sama lain dengan loket
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pelayanan kantor pertanahan. Di wilayah Jakarta
Selatan, Timur dan Barat, kita akan menemukan
pelayanan kantor pertanahan yang terpisah dengan
pelayanan publik lainnya.

Di setiap loket pelayanan kantor pertanahan, kita
akan menemukan loket pelayanan yang berbeda-beda
satu dengan yang lain, tergantung dari kegunaannya
masing-masing, Berdasarkan Instruksi Meneg
Agraria/Kepala BPN No. 1/1998, loket-loket pe-
layanan tersebut diseragamkan kegunaannya. Loket 1
digunakan sebagai loket pelayanan informasi, loket 2



untuk penyerahan dokumen dan permohonan
pelayanan, loket 3 untuk bendaharawan dan seterus-
nya. Khusus untuk loket 2, jumlahnya dapat diper-
banyak tergantung dari pembagian pelayanan yang
diberikan.

Denah Loket Pelayanan
di Kantor Pertanahan Kotamadya
(Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 1 Tahun 1998)
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Pelayanan publik di Kantor Pertanahan, selain
untuk pengurusan sertipikat juga melayani pelayanan
lainnya, seperti:

1.

-

2

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21

Pemberian Hak Milik Atas Tanah untuk Ru-
mah Tinggal

Pemberian Hak Milik Atas Tanah untuk Ru-
mah Tinggal yang telah dibeli oleh pegawai
negeri dari pemerintah ‘
Perubahan Hak/Penurunan Hak

Pengurusan Surat Keterangan Pendaftaran Ta-
nah (SKPT)

Pengecekan Sertipikat

Peralthan Hak karena Warisan

Peralihan Hak karena Jual Beli/Hibah /Pemi-
sahan dan pembagian/Tukar Menukar
Peralihan Hak karena lelang

Pendaftaran pemasukan dalam Perseroan Terbatas
Hak Tanggungan

Roya

Pemisahan/pemecahan Hak Atas Tanah
Penggabungan Peleburan Perseroan/Koperasi
Sertipikat Pengganti karena hilang

Sertipikat Pengganti karena rusak

Pengakuan /Penegasan Hak

Pengukuran

Permohonan Hak Atas Tanah

Pembaharuan Hak Atas Tanah

Perpanjangan Hak Atas Tanah

Peningkatan Hak Atas Tanah
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22. Permohonan Hak Atas Tanah berasal dari
bekas gedung-gedung negeri gol. 111

23. Permohonan Hak Atas Tanah oleh instansi
pemerintahan BUMN/BUMD (persero).

TIPS

Ketika berhadapan dengan loket pelayanan di kantor
pertanahan, perhatikan:

1. Bahwa papan pengumuan yang berisikan informasi

tentang pelayanon bagi masyarakat, tidak
semuanya lengkap.

2. Ada kondisi yang berbeda-beda di setiap kantor

pertanahan. Ada pelayanan yang sudah dilakukan
satu atap (semua perizinan disediokan dalam satu
lokasi khusus) dan ada yang belum satu atap.

3. Yang perlu diingat perbedaan tersebut kadangkala

menguntungkan dan kadangkala merugikan bagi
masyarakat.

4. Bagi pelayanan satu atap, hati-hati dalam peme-

riksaon dokumen anda, petugas pelayan publik
harus bolak balik antara tempat pelayanan dengan
kantor pertanchan, dan ini menyita wakiu. Kadang-
kala hal tersebut menjadi penyebab, banyaknya
pelugas pelayanan yang sering tidak ada di tem-
pat. Namun selain itu, pelayanan satu atap dapat
mempermudah anda, terutama bilg menyangkut
pelayanan yang terkait dengan institusi pemerintah
lainnya, seperfi pengurusan advis planning, IMB,
il

S. Bagi pelayanan yang tidak satu atap, yang perlu

diwaspadai, bila anda membutuhkan pelayanan
dari Institusi pemerintah lainnya, moka anda meng-
urus ke intansi tersebut yang tempatnya kadang-
kala fidak satu lokasi dengan gedung kantor per-
tanahen.
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6.

Dalam pelayanan kantor pertanahan ini, anda tidak
akan menemukan calo-calo gelap. Tidak perlu
heran, dalam pelayanan pertanahan ini, pemilik
tanah diperbolehkan menguasakan pengurusan
tanahnya kepada orang lain dengan membuat Surat
Kuasa. Jadi semua calo tersebut resmi tinggal anda
memastikan keschihan calo tersebut dengan memba-
yar lebih mahal dari yang ditetapkan.

Konds' Pdayanan d Kantar Pertarzban

Kantor Pertanahan Jakarta Timur. Papan peng-
umuman mengenai persyaratan untuk permo-
honan dan jangka waktu penyelesaiannya jelas
terpampang, tetapi mengenai bagan alur dan
tata cara proses tidak ada papan pengumum-
annya. Loket permohonan yang disediakan
dibagi-bagi per kecamatan '
Kantor Pertanahan Jakarta Selatan. Semua
papan pengumuman lengkap dan jelas. Dari
pengamatan, tata cara alur proses permohonan
dipampang di samping ruang bagjan informasi,
persyaratan yang harus dipenuhi ada di tiap
loket dan terpampang cukup jelas

Kantor Pertanahan Jakarta Barat. Hampir tidak
ada sama sekali papan pengumuman yang
mencantumkan baik persyaratan dalam suatu
permohonan hak dan juga bagan alur.

Kantor Pertanahan Jakarta Pusat dan Jakarta Uta-
ra. Terdapat bentuk pelayanan terpadu satu atap.
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permohonan hak dan juga bagan alur.

Kantor Pertanahan Jakarta Pusat dan Jakarta Uta-
ra. Terdapat bentuk pelayanan terpadu satu atap.
Kantor Pertanahan Jakarta Utara. Pelayanan ter-
padu ini dinamakan Pelayanan Terpadu Prima
yang terletak di Blok S Kompleks Walikota
Jakarta Utara. Beberapa hal yang penting:
bahwa ada upaya untuk’ meminimalisasi ter-
jadinya korupsi dari petugas pelayanan, dengan
memasang kamera pengawas. Namun dari
informasi yang didapatkan dari msayarakat
pengguna jasa, bahwa ketika loket baru dibuka
dikatakan bagi masyarakat yang ingin mem-
berikan “sesuatu” kepada petugas jangan
dilakukan di dalam ruang kantor sistem
pelayanan terpadu ini, tetapi dilakukan di luar
ruangan.

Kantor Pertanahan Jakarta Pusat. Terpampang
informasi di setiap loket-loket pelayanan. Loket
dibagi-bagi menjadi beberapa bagian sesuai
dengan keperluan. Loket 1 untuk menyediakan
Informasi (umum, penerimaan surat dan penge-
cekkan sertifikat dan SKPT), loket II untuk
Pendaftaran dan Permohonan Hak, Loket 3
tidak ada plang informasi, loket 4 untuk
Pendaftaran Hak, dan loket 5 untuk Perubahan
Hak.
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badan hukum), maka tanah tersebut dapat disebut
sebagai tanah negara. Sedangkan bila di atas sebidang
tanah tersebut ada Hak pihak tertentu, maka tanah.
tersebut disebut sebagai tanah hak.

Sebenarnya tanah hak juga bisa disebut sebagai
tanah negara yang penguasaannya tidak langsung,
karena ada hak pihak tertentu di atasnya. Bila hak dari
pihak tersebut kemudian hilang karena sebab-sebab
tertentu maka tanah tersebut akan kembalj menjadi
tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Tanah
negara yang ada sekarang, berasal dari berbagai
macam status tanah. Ada empat status tanah yang
menjadi dasar pembentukan tanah negara ini, yaitu:

1. Tanah yang sejak semula mernpakan tanah negara

Tanah ini sejak awal merupakan tanah yang belum
pernah ada hak pihak tertentu di atasnya. Bila meng-
acu pada sistem hukum tanah sebelum UUPA
berlaku, ada asas yang digunakan oleh pemerintah
Hindia Belanda yang menetapkan bahwa negara
adalah pemilik tanah apabila tidak ada orang/badan
yang dapat membuktikan bahwa tanah jm adalah
miliknya. Asas ini disebut “asas domain verklaring”.

Dari asas inilah negara dengan kekuasaan yang
otoriter dapat menetapkan secara sepihak status
tanah tertentu yang belum memiliki hak d; atasnya
sebagai milik negara atau milik pemerintah Hindia
Belanda dan dapat digunakan untuk kepentingan apa
saja dan negara. Asas ini dengan berlakunya UUPA
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pada 24 September 1960, kemudian dicabut keber-
lakuannya. Sejak berlakunya UUPA, negara tidak lagi
menjadi pemilik tanah sebagaimana yang dimaksud
dalam asas domain verklaring tersebut, tetapi beralih
menjadi pengatur penguasaan tanah sebagai organ-
isasi yang memegang kekuasaan dari seluruh rakyat
Indonesia. Dasar dari itu semua adalah hak me-
nguasai dari negara yang diberikan kepada pemerin-
tah, atas semua tanah dalam wilayah Republik
Indonesia, baik tanah-tanah yang tidak atau belum
maupun yang sudah dihaki dengan hak-hak per-
orangan.

Jadi dengan status tanah negara ini, jika ada orang
yang mengajukan permohonan atas tanah negara i,
mungkin saja tanah yang dimohon tersebut, dari dulu
sampai sekarang, merupakan tanah yang sama sekal
belum diletakkan hak pihak lain di atasnya alias asli
tanah negara.

Bila kita mencari tanah negara sekarang di DKI
Jakarta, maka sulit untuk bisa menemukannya. Hal
tersebut terjadi karena perkembangan kota Jakarta,
dengan jumlah penduduk yang terus bertambah
hingga ke setiap sudut kota, dipenuhi oleh pihak yang
menguasai tanah. Tanah negara seperti ini mudah
ditemui pada wilayah-wilayah hutan, pulau-pulau dan
pedalaman yang belum banyak didiami oleh pendu-
duk. Biasanya hak atas tanah yang diberikan atas
tanah negara ini ini adalah hak guna usaha, yang
diperuntukkan untuk pertanian, perkebunan dll.
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2. Bekas Tanah Partikelir

Pemerintah Hindia Belanda dulu banyak menjual
tanah kepada badan hukum atau orang tertentu
(orang Cina, Arab, Belanda dll). Tanah yang dijual itu
biasanya sangat luas, rata-rata di atas 1 Ha. Dag jual
beli tersebut, timbullah hak penguasaan yang mutlak
atas tanah tersebut yang dikenal dengan Landheenisjke
Rechter. Si pembeli, karena hak tersebut berhak mem-
buat berbagai peraturan yang mengikat bagi mereka
yang menempati tanah-tanah di kawasan tersebut,
Karena sifatnya yang otoriter dan menindas rakyat,
maka pada tahun 1958, melalui UU No. 1/1958 ten-
tang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir, semua
tanah partikelir di Indonesia dihapuskan. Penghapus-
an ini, menjadikan tanah dalam kawasan tersebut
sebagai tanah negara. Seseorang yang merasa mem-
punyai hak di atas tanah bekas partikelir ini dapat
memiliki hak atas tanah tersebut dengan mengajukan
permohonan hak kepada negara.

3. Bekas Tanah Hak Barat

Sejak 24 September 1980, semua bekas tanah hak
Barat yang telah habis jangka waktunya (kecuali yang
telah dikonversi menjadi hak milik) dinyatakan sebagai
Tanah Negara. Meskipun batas waktu pengajuan hak
tersebut telah lewat bukan berarti tidak boleh lagi di-
ajukan permohonan atas tanah bekas hak barat terse-
but. Sekarang atau kapan saja masih terbuka peluang
diajukannya permohonan hak di atas tanah tersebut.

18



4. Bekas Tanah Hak

Yang dimaksud dengan tanah hak ini adalah tanah
yang di atasnya ada hak seseorang atau suatu badan
hukum. Suatu tanah hak dapat menjadi tanah negara
disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Dicabut oleh pihak yang berwenang

2. Dilepaskan secara sukarela oleh yang berhak

3. Telah habis jangka waktu haknya

4. Karena pemegang hak bukan subjek dari hak

tersebut.

Pencabutan hak atas tanah menurut point 1. di
atas dilakukan berdasarkan UU No. 20/1961 dengan
alasan demi kepentingan umum. Yang berwenang
mencabut hak tersebut adalah Presiden. Dalam prak-
teknya, jarang UU ini digunakan untuk pencabutan
hak, sebab acaranya terlalu panjang dan memerlukan
waktu yang lama. Pemegang hak atas tanah melepas-
kan hak yang dimiliknya tersebut melalui proses
pelepasan hak, yang sekarang diatur mekanismenya
oleh Keputusan Presiden No. 55/1993 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum jo Peraturan Meneg
Agraria/Kepala BPN No. 1 tahun 1994 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Keppres No. 55/1993.

Bagj hak atas tanah yang telah habis jangka wak-
tunya, apabila hak tersebut tidak diperpanjang atau
tidak diajukan permohonan hak yang baru, maka hak
atas tanah tersebut akan hapus dan tanahnya akan
menjadi tanah negara. Subjek pemegang hak ini
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tergantung pada status hak atas tanahnya. Untuk sta-
tus hak milik, maka mutlak yang dapat memilikinya
hanyalah WNI. Apabila ada WNA yang memiliki
Hak Milik karena warisan, perkawinan dll, dia harus
mengalihkan haknya tersebut kepada orang lain
sebelum satu tahun. Bila lewat maka hak tersebut
otomatis hapus dan tanahnya menjadi tanah negara.
Hal sama terjadi untuk hak atas tanah lainnya, ada
subjek hukum tersendiri yang boleh memegang hak
tersebut (lihat lampiran 1)

Yang perlu diperhatikan oleh pemohon sertipikat
sebelum mengajukan permohonan hak atas tanah
negara ini adalah melihat terlebih dahulu ada tidaknya
hubungan hukum/kepentingan tertentu antara s;
pemohon sendiri dengan tanzh negara yang dimo-
honkan tersebut. Ada 5 (ima) macam hubungan
hukum/kepentingan atas tanah negara yang dapat
memperoleh sertipikat atas tanah negara tersebut,
yaitu:

1. Seseorang tadinya adalah pemegang hak atas
tanah di atas sebidang tanah. Kemudian hak
atas tanah itu berakhir jangka waktunya. Maka
orang tersebut berhak memohon hak di atas
tanah itu.

2. Seseorang tadinya menyewa tanah dan di atas
tanah itu, lalu ia mendirikan bangunan. Kemu-
dian tanah itu ternyata statusnya adalah tanah
negara atau berubah menjadi tanah negara
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karena kondisi tertentu. Maka orang tersebut
berhak memohon suatu hak di atas tanah
tersebut

3. Seseorang yang membebaskan tanah, berhak
mengajukan permohonan hak di atas tanah
yang dibebaskannya itu. Pembebasan ini
biasanya dilakukan dengan membeli tanah yang
dibebaskan tersebut dari pemiliknya.

4. Seseorang yang tadinya menguasai (mengga-
rap) tanah negara secara tidak szh, berhak me-
mohon hak di atas tanah yang dikuasainya.
Tetapi orang itu juga wajib mengosongkan
tanah itu jika negara memerlukan tanah itu.
Jadi hal tersebut tergantung dari kebijaksanaan
Pemerintah daerah khususnya sehubungan
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Biasanya pola atau bentuk seperti ini dapat kita
lihat berupa tanah kosong yang dimanfaatkan
sebagai kebun di tengah kota yang ditanami
sayur-sayuran. Atau tanah-tanah kosong yang
sebenarnya merupakan ruang terbuka hijau
atau lokasi penampungan sampah yang ber-
hasil disulap oleh masyarakat Jakarta menjadi
pemukiman padat dan dibiarkan oleh peme-
rintah daerah selama bertahun-tahun.

Atau di sekitar wilayah pelabuhan, jalur kereta
api, bantaran kali atau berbagai kawasan di se-
kitar lokasi berbagai instansi pemerintah yang
memiliki tanah kosong Biasanya kehadiran
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pemukiman penduduk inj di berbagai tempat
tersebut karena dibiarkan saja ketika masih
sedikit jumlahnya dan akhirnya sesudah banyak
dan terjadi bertahun-tahun, pemerintah daerah
akhirnya pasrah membiarkan tanahnya digu-
nakan untuk pemukiman tersebut. Kesamaan
pola tersebut biasanya terjadi pada tanah ne-
gara yang dibiarkan !»song tanpa dimanfaat-
kan untuk keperluan terrentu, yang akhirnya
dimanfaatkan oleh penduduk sedikit dem;
sedikit bertahun-tahun tanpa kejelasan dan
ketegasan dari pemerintah daerah sendiri.
Akhirnya ketika sudah menjadi perkampungan
penduduk, untuk menghindari konflik sosial
yang besar bila dilakukan penggusuran, peme-
rintah “merelakan” tanah negara tersebut
untuk ditempati oleh masyarakat.

5. Seseorang juga berhak untuk memohon hak
atas tanah  di atas tanah negara kosong. Di
mana berbeda dengan pola di atas, bentuk atau
pola ini tidak di dasarkan pada pemakaian
sebelumnya terhadap tanah negara tersebur.
Tetapi ada upaya untuk mengajukan per-
mohonan sebelumnya setelah melihat kemung-
kinan bahwa tanah negara ini dapat diman-
faatkan dan tidak terpakai.

Untuk mengurus permohonan hak untuk menda-
patkan tanah negara ini, maka langkah pertama yang
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DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

A el £ W

L]
« Fotokopi KTP/SIM
» Fotokopi Surat Bukti Kewarganeg: Ind
» Surat bukdi perolehan tanah, terdin atas:

- sertipikat/girik/surat kapling, atau

- Surat Bukti Pelepasan Hak/akta/wasiat, dll.
« Data fisik tanah (apa bila sudah ada), berupa:

- surat ukur

- gambar situasi.

-IMB
» Surat pernyataan dafi pemoh genai jum-
lah bidang. Luas dan status tanah-tanah yang
telah dimiliki oleh pemchon termasuk bidang
tanah yang dimohon.

harus dilakukan oleh pemohon adalah darang langsung
ke loket pelayanan kantor pertanahan koramadya/
kabupaten di mana ranah tersebut berada. Dari loket
tersebut akan diketahui dokumen-dokumen apa saja
vang harus disiapkan untuk menjalani prosedur
berikutnya.

Setelah semua dokumen siap, maka pemohon
dapat menyerahkan kembali ke loket pelayanan untuk
diproses. Pemohon akan mendaparkan tanda tecima
atas dokumen yang diberikan becsama dengan
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Gambar Ukur

Dokumen tempat men-
cantumkan gambar suaty
bidang tanah atau lebih
dan situasi sekitarnya
serta data hasil peng-
vkuran bidang tanah
baik berupa jarak, sudut,
azimuth, ataupun sudut
jurusan. (Pasal 1 butir 2
Peraturan Menteri Agra-

ria/Kepala BPN No. 3 tahun1997)

Pengukuran Bidang Tanah Secara Sporadik

Proses pemastian letak batas satu atau beberapa
bidang tanah berdasarkan permohonan pe-
megang haknya atau calon pemegang hak baru
yang letaknya saling berbatasan atau terpencar-
pencar dalam satu desa/kelurahan dalam rangka
penyelenggaraan pendaftaran secara sporadik.
(Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No.3
tahun1997)

penetapan biaya permohonan hak dari petugas
pelayanan. Biaya yang harus dibayar ini terdiri atas
biaya pengukuran (lihat tabel), biaya panitia A (bila
diperlukan) sebesar Rp 15.000,- dan biaya pemasuk-
an pada negara (yang ditentukan kemudian setelah
SKPH selesai).
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Permohonan beserta dokumen tersedut, selan-
jutnya akan diserahkan kepada seksi hak atas tanah
untuk diperiksa, baik dari data fisiknya maupun data
yuridisnya. Apabila ternyata permohonan tersebut
belum melampirkan surat ukur, maka seksi hak atas
tanah akan mengiimkan permohonan tersebut ke
sekst pengukuran dan pendaftaran tanah untuk
dilakukan pengukuran terlebih dahulu. Petugas
lapangan dari seksi pengukuran tersebut kemudian
akan melakukan pengukuran atas tanah tersebut lang-
sung di lokast.

Setelah surat ukur atau gambar situasi selesai,

TIPS

¢ Sebelum dilakukan pengukuran oleh petugas, anda
harus meminta izin dulu kepada tetangga-tetangga
yang tanahnya berbatasan dengan tanah yang ckan
divkur .

* Usahakan agar para tetangga tersebut mau melihat
acara pengukuran, agar fidak ada pihak yang
dirugikan okibat pengukuran tersebut.

* Yang perlu diingat, yong meminta permohonan
pengukuran bukan hanya anda saja, kadangkala
dengan jumloh petugas yang sedikit, permohonan
anda jadi terkatung-katung menunggu terdalu lama.

* Untuk mempermudah petugas menemukan lokasi
tanah yang diukur, lebih baik anda berinisiatif untuk
menjemput petugas di Kantor Pertanchan. Anda
sedikit repot namun waktu anda fidak terbuang per-
cuma untuk menunggu kedatangan petugas.
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maka seksi hak atas tanah akan memulai melakukan
penelitian terhadap data yuridis dari permohonan
tersebut. Bagi permohonan atas tanah negara yang
tanahnya sudah terdaftar arau sudah ada datanya di
kantor pertanahan, maka seksi hak atas ranah dapat
mengambil keputusan secara langsung atas permo-
honan tersebut yang dituangkan dalam Risalah
Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rapporz).

Namun bila tanahnya belum terdaftar tapt bukti-
bukti pendukungnya ada dan dapat dijadikan pe-
gangan, maka seksi hak aras tanah atas persetujuan
Kepala kantor pertanahan akan membentuk tim
peneliti tanah untuk menentukan apakah permohon-
an tersebut dapat diterima atau ridak. Sedangkan bagy
permohonan yang tanahnya belum terdaftar dan
bukti pendukungnya belum cukup, maka penelitian
atas dilakukan oleh panitia A untuk mengambil kepu-
tusan terhadap permohonan tersebut.

Susunan Tim Peneliti Tanah

1. Kepalo Kantor Pertanchan/Kepala Seksi Pengurusan
Hak Alas Tanah (selaku Ketua).

2. Kepala Seksi Pengukuran dan Penddftaran Tanah
(selaku anggota).

3. Kepala Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah {selaku
anggota).

4. Kepala Seksi Penalagunaan Tanah {selaku anggota).

5. Kepala Sub Seksi Pengadaan Tanch otau staf Sub
Seksi Pengadaan Tanch.
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Setelah hasil pemeriksaan data yuridis ini selesai,
semua berkas permohonan diserahkan kepada kepala
kantor pertanahan untuk diambil keputusan berda-
sarkan kewenangan yang dimilikinya. Bag permo-
honan hak yang disetujui, kepala kantor pertanahan
mengeluarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas
Tanah (SKPH) beserta Surat Perintah Setor (SPS)
yang harus dibayarkan terlebih dahulu oleh si pemo-
hon ke bendaharawan kantor pertanahan.

SKPH tersebut akan berisi:

1. Jenis Hak yang diberikan

2. Syarat-syarat atau kewajiban penerima hak:

" a. Memberikan tanda batas yang dipasang pada
setiap sudut tanah menurut aturan tertentu
sehingga jelas bidang tanah yang diberikan
kepada pemohon;
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b. Membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah
ke Kantor Pajak.

3. Pendaftaran hak di Kantor Pertanahan Seksi
Pendaftaran Tanah setempat untuk dibuatkan
Buku Tanah dan Sertifikat Hak Tanah sebagai
tanda bukt haknya.

Kepala Kantor
Pertanahan

Yang perlu diperhatikan, SKPH belum menanda-
kan bahwa pemohon merupakan pemilik hak atas
tanah tersebut. Pemohon masih harus mendaftarkan
SKPH tersebut kembali ke kantor pertanahan untuk
mendapatkan Sertipikat Hak Atas Tanzh sebagai
bukti kepemilikan tanah. Biasanya proses pemberian
SKPH langsung dilanjutkan untuk didaftarkan hak-
nya, kecuali bila ada kendala, terutama soal biaya.
Bagi pemohon yang tidak mampu membayar sekaligus
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TIPS

1. Perhatikan! Salah satu faktor lamanya pengurusan
permohonan anda adaloh keberadaan dari petugas
yang ditunjuk untuk menjadi fim peneliti tanah atau
panitia A. Ketika petugas fersebut tidek ada di kan-
tor maka proses parmohonan anda posti akan ter-
tunda.

2. Khusus untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh
panitia A, karena melibatkan instansi di luar kantor
pertanahan yaitu lurah, dibutuhkan wakiu tersendiri
untuk menyelesaikan pemeriksaan  tersebut.
Lamanya proses kerja panitia A ini adalah selombat-
lembatnya 25 hari kerja.

3. Ingat! Proses kerja panitia A selama 25 hari kerja ini
dihitung diluar lamanya proses keseluruhan dari
permohonan hak atas tanah negara.

uang pemasukan kepada negara dan BPHTB, 1a dapat
mengajukan surat permohonan untuk memper-
panjang jangka wakw pembayaran kewajiban terse-
but. Surat tersebut diajukan kembali ke kepala kantor
pertanahan melalui loket yang tersedia disertai foto-
kopi SKPH dan surat pernyataan bahwa pemohon
menguasai tanah tersebut. Surat permohonan beser-
ta dokumen tersebut selanjutnya akan diperiksa oleh
pejabat yang ditunjuk untuk selanjutnya diberikan
keputusan apakah permohonan tersebut diterima
atau ditolak.

Bagi permohonan yang diterima akan diterbitkan
surat keputusan dari kepala kantor pertanahan tentang
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pemberian perpanjangan jangka waktu pembayaran
uang pemasukan dan pendaftaran hak atas SKPH.
Lamanya perpanjangan waktu tersebut adalah selam-
bat-lambatnya 9 (sembilan) bulan setelah putusan ini
ditetapkan.

Bagi penerima SKPH yang tidak menmiliki masalah
keuangan, ia dapat langsung mendaftarkan SKPH-
nya tersebut dengan sebelumnya membayarkan SPS
yang terdiri atas:

1. Uang pemasukan kepada negara, yang dibayar-
kan pada bendaharawan kantor pertanahan.
Besarnya 2% x luas Tanah x harga tanah/m2.

2. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan BPHTB),
yang dibayarkan ke Kantor Pajak setempat.
Besarnya: 5% dari nilai jual > Rp 60 juta.

3. Braya pendaftaran Hak: Rp 10.000;- yang diba-
yarkan di bendaharawan kantor pertanahan.

Setelah dibayarkan, tanda terima beserta SKPH
tersebut selanjutnya akan diperiksa oleh seksi peng-
ukuran dan pendaftaran tanah unruk dibukukan
haknya ke dalam buku tanah yang selanjutnya akan
ditandatangani oleh kepala kantor pertanahan.
Salinan dari buku tanah yaitu sertipikat hak atas tanah
kemudian akan diberikan kepada pemilik tanah.

Dari semua prosedur ini, waktu yang dibutuhkan
tidak sebentar, setidaknya ada beberapa proses dari
prosedur itu sendiri yang menambah lamanya per-
jalanan pemilik tanah untuk mendapatkan sertipikat-
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TIPS

). Perhatikan! Hak atas tanah dapat diberikan kepada
seseorang yang mempunyai hubungan hukum/ke-
pentingan atas tanah tertentu.

2. Lengkapilah dokumen yang diminia sebelum anda
menyerahkan ke loket peloyanan. Ketidaklengkapan
dokumen tersebut dapat membuat lamanya peng-
yrusan permohonan hak anda.

3. Pastikan dokumen yang anda serabkan merupakan
dokumen yang asli, terutama yang terkait dengon
data yuridis. Untuk memastikan hal tersebut cek
dulu dokumen anda ke kantor pertanahan.

4. Perhatikan secara rinci pelayanan semua pengurus-
an dokumen anda, sebab anda akon berhadapan
dengan beberapa instansi dengan berbagai macam
bentuk pelayanan yang diberikan. Lamanya anda
mengurus permohonan hak kadangkala dise-
babkan dokumen yang terkait dengan instansi lain
memakan waktu yang juga tidok sedikit. Dari segi
biaya kemungkinan juga akan menjadi lebih besar
karena terkait dengan biaya yang dikeluarkan oleh
instansi lain beserta pungutan-pungutannya.

nya. Proses tersebut adalah:
1. Proses pengukuran, lamanya proses
: 25 hari kerja
2. Risalah pemeriksaan tanah panitia A
: 30 hari kerja (jika diperlukan)
3. Proses keputusan pemberian hak atas tanah
(SKPH) : 48 hari kerja
4. Proses penerbitan sertipikat
: 18 hari kerja
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(SKPH) : 48 hari kerja
4. Proses penerbitan sertipikat
: 18 hati ketja
Sehingga total waktu yang dibutuhkan sekitar 3,5
bualan atau 91 hari kerja (tidak membutuhkan risalah
pemeriksaan panitia A). .
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b.Bila Tanah yang Dimiliki adalah
Tanah Bekas Milik Adat

Tanah bekas milik adat merupakan tanah yang
telah dimiliki oleh seseorang berdasarkan surat tanda
bukti kepemilikan yang dibuat sebelum berlakunya
UUPA pada 24 September 1960. Surat-surat tersebut
ada yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial
Belanda, kepala adat, dan oleh pemerintah Indonesia
sendiri, baik pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah. Semua bukti kepemilikan ini, setelah 24
September 1960, harus diubah statusnya menjadi hak
atas tanah menurut ketentuan konversi dari UUPA.
Cara mengubah status tersebut dilakukan dengan
mendaftarkan tanah tersebut ke kantor pertanahan
untuk diberikan bukti kepemilikan yang baru yaitu
sertipikat hak atas tanah.

Cara untuk melakukan pendaftaran tanah ini diba-
gi menjadi 2 (dua) macam, tergantung dari keberadaan
bukti kepemilikan yang dimiliki oleh pemohon. Jika
pemohon memiliki bukti kepemilikan yang diakui
berdasarkan PP No. 24 /1997, maka dapat menempuh
cara melalui proses konversi langsung dengan meng-
ajukan permohonan dan menyerahkan bukti kepemi-
likan tersebut kepada Kepala Kantor Pertanahan.

Sedangkan bagi pemohon yang tidak memiliki atau
kehilangan bukti kepemilikan maka cara yang ditempuh
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dapat melalui penegasan konversi atau melaluj peng-
akuan hak. Penentuan apakah dilakukan penegasan
konversi atau pengakuan hak ini nantinya didasarkan
pada bukti penguat yang dimiliki oleh pemohon.
Penegasan konversi ini sendiri dapat dilakukan,
jika ada surat pernyataan kepemilikan tanah dari
pemohon dan dikuatkan oleh keterangan saksi ten-

Kemungkinan Pembuktian Pemilik Tanch

Bukti Tertulisnya Tidak memerlukon tam-
lengkap > bahan alat bukti
Bukti Tertulisnya seba- Diperkuat keterangan

gian tidak ada lagi saksi dan/atau pernya-

taan yg bersangkutan

v

Bukti Tertulisnya Diganti keterangan saksi
semuanyo tidak ada »| dan/atau pernyataan Yo
lagi bersangkutan

tang kepemilikan tanah tersebut. Penegasan konversi
ini juga tidak tergantung pada lamanya penguasaan
fisik tanah tersebut oleh pemohon.

Berbeda dengan penegasan konversi, pengakuan
hak sangat tergantung dengan lamanya penguasaan
fisik yaitu selama 20 tahun. Untuk menguatkan bukti
penguasaan fisik ini, pemohon harus membuat surat
pernyataan yang berisi:

1. Bahwa pemohon telah menguasai tanah terse-
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but selama 20 tahun atau lebih secara berturut-
turut atau dari pihak lain yang telah mengua-
sainya.

2. Penguasaan itu telah dilakukan dengan itikad
baik

3. Penguasaan tanah itu tidak pernah diganggu
gugat dan diakui serta dibenarkan oleh masya-
rakat di kelurahan tersebut.

4, Bahwa tanah tersebut sekarang tidak dalam
sengketa.

5. Bahwa apabila pernyataan tersebut memuat
hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan,
maka maka pemohon dapat dituntut secara
pidana maupun perdata di muka pengadilan
karena memberikan keterangan palsu.

Hal tersebut di atas -ditambah keterangan dari

kelurahan dan keterangan dari sekurang-kurangnya 2

|r DOKUMEN J

1. Mengisi formulir permohonan.

2. Surat awal penguasaan tanah {asol usul tanah dan
bangunan).

3. Surat kepemilikan bangunan yang sudch ditanda-
tangani oleh lurah dan camat (IMB).

4. Fotocopy SPPT PBB terakhir yang sudah dilunasi.

5. Surat pernyataan tidak sengketa di atas kertas segel
Rp 6000 dan diketahui oleh RT/RW.
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Prosedur Memperoleh Surat Keterangan Riwayat
Tanah dari Kelurahan

Penelitian
Dokumen
oleh Kepalo

Loket Loket
A Pe!:;oenon — | .

Pemerintahan Peloyanan

1!

Lurch

<

(dua) saksi atau lebih yang dapat dipercaya serta telah
menjadi penduduk setempat dan tidak memiliki
hubungan keluarga dengan pemohon.

Pengakuan hak ini memiliki kemiripan dengan
permohonan hak atas tanah negara yang telah dije-
laskan sebelumnya, di mana tanah yang dikuasai oleh
pemohon tanpa bukti kepemilikan ini statusnya
dianggap sebagai tanah negara. Perbedaan terletak
pada tidak diberikannya Surat Keputusan Pengakuan
Hak (SKPH) ketika permohonan tersebut dikabul-
kan, sebagaimana yang terjadi pada permohonan hak
atas tanah negara.

Dalam proses pemeriksaan bukti kepemilikan
atau data yuridis ini, baik itu untuk penegasan kon-
versi maupun pengakuan hak, dibutuhkan penelitian
tetlebih dahulu di lapangan yang dilakukan Panitia A.
Susunan Panitia A ini, sama seperti yang berlaku
dalam proses permohonan hak.
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Tugas dari Panitia A ini sendiri adalah untuk:

1. Meneliti data yuridis bidang tanah yang tidak
dilengkapi dengan alat bukti tertulis tersebut.

2. Melakukan pemeriksaan lapangan untuk me-
nentukan kebenaran alat bukt yang diajukan
oleh pemohon pendaftaran tanah.

3. Mencatat sanggahan keberatan dan hasil pe-
nyelesaiannya

4. Membuat kesimpulan mengenai data yuridis
bidang tanah yang bersangkutan

Pemilik tanah memiliki
Surat Tonda Bukti Hok
(yong dibuat sebelum tanggal 24
September)

-

Konversi Langsung

P 1~5,

Tanah Bekas Sertipikat Hok

Tonah Milik Atas Tonch
Adat

Penegasan Konversi/
Pengokuan Hak

]

Pemilik Tanah Tidok Memiliki/Hilong
Surat Tondo Bukli Hak

Dati hasil penelitian Panitia A ini kemudian dapat
ditentukan apakah permohonan tersebut dapat di-
kabulkan atau tidak.
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Di DKI senditi, tanah bekas milik adat inj masih
bisa kita temui di daerah-daerah yang menjadi pemu-
kiman penduduk. Baik yang statusnya sudah dikon-
versi menjadi hak atas tanah menurut UUPA maupun
yang belum dikonversi. Bila ditilik sejarahnya, tanah-
tanah bekas milik adat ini dulunya ada yang merupa-
kan daerah persawahan, rawa-rawa, empang, ladang
atau memang merupakan pemukiman penduduk
sejak dulu. Tanah-tanah tersebut dapat ditempati
atau digunakan oleh penduduk setempat dengan
membayar uang sewa kepada penguasa saat itu. Alat
bukti pembayaran sewa inilah yang sekarang kita
kenal sebagai petuk pajak, girik, verponding
Indonesia atau nama-nama lain yang dikenal
berdasarkan penamaan di tiap-tiap daerah.

Untuk bisa mendapatkan sertipikat hak atas
- tanah atas tanah bekas milik adat in i, langkah perta-
ma yang dapat dilakukan oleh pemilik tanah adalah
mendatangi loket pelayanan di kantor pertanahan
untuk memastikan dokumen-dokumen yang harus
disediakan,

Setelah dokumen-dokumen tersebut dilengkapi,
pemohon dapat menyerahkannya kembali ke loket
pelayanan yang selanjutnya akan diproses oleh Seksi
pengukuran dan pendaftaran tanah. Dalam proses
tersebut akan dilihat kelengkapan data fisik dan data
yuridis dari dokumen-dokumen jtu. Dari data fisik,
akan dilihat apakah permohonan tersebut telah
melampirkan surat ukur dari tanah yang dimohon
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atau tidak. Bila tidak maka akan dilakukan pengukut-
an terlebih dahulu dengan membebankan biaya peng-

Bagi Konversi Langsung

Bagi Penegasan Konversi/

1. Surat permohonon kepada
kepala kantor pertanchan

2. Bukti pemilikan/penguasaan
tanah: Berupa surcl bukti
sepedi: girik/letter ¢ pipil,
verponding Indonesio (jika

harus dikvatkan dengan

bukti tain:

« Surat-surat asli jual beli,
tukar menukar, hibah atou
okta woris

 Pemyotcan dori pemohon
alos penguasocn tonch
tersebut bahwa tanch ter-
sebut tidak dalom sengketa.

* Surat kelerangon riwayol
tanch dari lurah setempat.

3. Fotokopi KTP pemohon yang
mosih berloku
4. Korlu Keluarga

(Pajok Bumi dan Bangunan)
terakhir

. Surct kuasa (bila dikuasakan)

. SKBRI don surat pernyataon
ganti noma {apabila warga
negero keturunan)

8. Surat ukur/gambar siluasi

~N O

dopot digunakan)

memiliki). Bukli tersebut .

5. Bukli pelunasan SPPT PBB

{bilo sudah ada don masih

Pengakuan Hak
DOKUMEN DOKUMEN
Dok » yang dibutuhkan: Dokumen yang dibutuhkan:

1. Surat permohonan kepada
kepala kantor pertanchan
Bukti penguat pemilikan/
penguasaan tanah:
o.Pernyotaan dori  pemo-
hon

b. Keterangan dari kelurah-
an don keterongan dari
sekurang-kurangnya 2
(dua) saksi atou lebih
yong daopot dipercayo
serta telch menjadi pen-
duduk setempal don tidak
memiliki hubungan keke-
luargoan atau kekerabal-
on dengan pemohon.

2. Fotokopi KTP pemohon yang
masih berlaku

3. Kartu Keluarga

4. Bukti pelunosan SPPT PBB
(Pojok Bumi don Bongunan)
terakhir

5. Surot kuosa (bila dikvasckon)

6. SKBRI dan surct pemyatoan
ganti nomo (apobilo wargo
negara keturunan)

7. Surat ukur/gambar situasi
{bilo sudah cdo dan mosih
dapat digunakan)
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Prosedur Memperoleh Sertipikat Tanah
untuk Tanah Bekas Milik Adat
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ukuran tersebut kepada pemohon. Pengukuran ini
sendiri akan dilakukan oleh petugas pengukuran dari
seksi pengukuran dan pendaftaran.

Pemohon sendiri setelah surat permohonan dan
dokumen-dokumen tersebut diperiksa oleh petugas
pelayanan, akan diberikan Surat Perintah Setor (SPS)
untuk dibayarkan di loket bendahara kantor per-
tanahan. Dalam SPS ini biaya yang harus dibayarkan
terdiri atas:

1. Untuk Konversi Langsung:

a. Biaya pendaftaran (Rp 10.000)

b. Biaya pengukuran (lihat tabel menurut luas-
nya)

c. BPHTB (5% dari nilai jual -Rp 60 juta)
(yang dibayarkan setelah tidak keberatan dari
pihak lain selama 2 bulan berturut-turut di-
umumbkan)

2. Untuk pengakuan hak

a. Biaya pendaftaran (Rp 10.000)

b. Biaya panitia A (Rp 15.000)

c. Biaya pengukuran (lihat tabel menurut luas-
nya)

d. Uang pemasukan kepada negara (2% x luas
tanah x harga tanah/m?2)

(yang dibayarkan setelah tidak ada keberatan
dari pihak lain selama 2 bulan berturut-turut
diumumkan)

e. BPHTB (5% dari nilai jual - Rp 60 juta)
(yang dibayarkan setelah tidak ada keberatan
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Tanda terima dari pembayaran tersebut, selan-
jutnya diserahkan kembali ke loket pelayanan untuk
dilanjutkan proses berikutnya yaitu pemeriksaan data
fistk berupa pengukuran. Berdasarkan jadwal yang
disepakati, petugas pengukuran kemudian melakukan
pengukuran dengan didampingi oleh pemohon. Hasil
pengukuran ini selanjutnya diserahkan kembali ke
seksi pengukuran dan pendaftaran tanah untuk
dilakukan pembuatan surat ukur.

Setelah surat ukur selesai, proses dilanjutkan de-
ngan pemeriksaan data yuridis dengan melihat alat
bukti yang dimiliki oleh pemohon. Apabila pemohon
memiliki alat bukti yang cukup, maka proses konver-
st langsung dilanjutkan dengan mengumumkan per-
mohonan pendaftaran tanah atas bekas milik adat ini
di kantor pertanahan, kecamatan, dan kelurahan sela-
ma 2 bulan berturut-turut.

Untuk permohonan yang tidak dapat menunjukkan
atau belum memiliki surat tanda bukti hak baik itu pene-
gasan konversi maupun pengakuan hak, maka akan
dilakukan penelitian terthadap status tanah tersebut oleh
panitia A. Bila panitia A menentukan bahwa benar
tanah tersebut telah dikuasai selama 20 tahun berturut-
turut oleh si pemohon dan tidak ada sengketa atas tanah
tersebut selama ini, maka proses dapat dilanjutkan de-
ngan mengumumkan permohonan pendafiaran tanah
atas bekas milik adat ini di kantor pertanahan, keca-
matan, dan kelurahan selama 2 bulan berturut-turut.

Apabila ternyata setelah 2 (dua) bulan bedalu



tidak ada keberatan terhadap isi pengumuman yang
dimaksud, proses konversi langsung, penegasan kon-
versi maupun untuk pengakuan hak, maka kepala
kantor pertanahan dapat melanjutkannya dengan
mengesahkan data fisik dan data yuridis tersebut de-
ngan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Yuridis.

Dengan telah disahkannya berita acara tersebut,
maka data fisik dan data yuridis dari permohonan
konversi langsung, penegasan konversi maupun
pengakuan hak, dapat dibukukan dalam buku
tanah untuk selanjutnya dibuatkan sertipikat hak
atas tanah bagi si pemohon. Setelah semuanya
ditandatangani oleh kepala kantor pertanahan,
buku tanah akan disimpan di kantor pertanahan
sebagai arsip dan sertipikat hak atas tanah dapat
diberikan kepada pemilik tanah melalui loket
pelayanan kantor pertanahan. Resmilah si pemo-
hon tersebut menjadi pemilik yang sah atas tanah
bekas milik adat tersebut.

Dari semua prosedur pendaftaran tanah bekas
milik adat tersebut, waktu yang dibutuhkan sampai
pemohon mendapatkan sertipikat adalah:

Untuk konversi langsung, dibutuhkan waktu:
1. Untuk proses pengukuran : 25 hari kerja
2. Untuk proses pendaftaran Hak : 18 hari kerja
3. Untuk proses Pengumuman : 60 hari

Total : 103 hari
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Sehingga dari permohonan masuk sampai ser-
tiptkat diberikan kepada pemilik tanah dibutuhkan
waktu kurang lebih selama 3,5 bulan (103 hari).

Penegasan konversi. maupun pengakuan hak
membutuhkan waktu:
1. Untuk proses pengukuran : 25 hari kerja
2. Untuk proses pendaftaran Hak : 18 hari kerja
3. Risalah Pemeriksaan Tanah Panitia A : 30 hari
kerja

4. Untuk proses Pengumuman : 60 hari

Total : 133 hari

Sehingga total waktu yang dibutuhkan dari per-
mohonan masuk sampai sertipikat diberikan kepada
pemilik tanah memakan waktu kurang lebih selama
4,5 bulan (133 hari). Yang perlu diingat lamanya
waktu pengurusan tersebut masih harus ditambah
dengan waktu pelayanan tambahan, seperti: peng-
urusan surat keterangan dari kelurahan, pencarian
saksi dan pembuatan surat-surat lainnya.

46



LAMPIRAN I

Hak Anda dan Pelayanan Publik
di Bidang Tanah dan Bangunan
di Wilayah Propinsi DKI Jakarta



| HAK MILIK |

Macam Hak

Deskripsi

Aturan Hukum

¢ Pasal 20-27, UU No. 5 tahun
1960

e Pasal 50 {1); 56, UU No. 5
tahun 60

* Peraturan Menteri Negara
Agrario/Ka. BPN No. 9/1999 jo
No. 3/1999

* PP No. 28 tahun 1977

* PP No. 38 tahun 1963

Hak yang turun temurun, terkuat,

Pemegang Hak

Pengertian terpenuh, dan yang dapat dipunyai
orang atas tanah.
Peruntukan Dapat digunakan untuk berbagai
kegiatan.
* Dapot menggunakan
Kewenangan * Dapat memungut hasil

* Dapal melokukan tindakan
hukum lain (mengalihkan,
mewakilkan, melepaskan)

Subijek Pemilik Hak

* WNI tunggal

* Koperasi Pertanian

* Badan-badan Keagemaan
* Badan-badan sosial

Jangka Waktu

Tidak terbatas

Alas Haknya

Pemberian hok atas tanch negara

Hapusnya Hak

* Tanahnya jatuh kepeda negora
arena:

- pencabutan hak untuk
kepenfingon umum;
- Penyerchan dengan sukarela
oleh pemiliknyo;
- Ditelantarkan
- Dimiliki oleh wargo negara asing
 Tanahnya musnah
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HAK GUNA USAHA

Macam Hak

Deskripsi

Aturan Hukum

* Pascl 28-34 & pasal 50-52 UUPA

* Ketentuan Konversi 1172, llI/1, IV, Vill/2

* PMNA/Ka.BPN No. 9/1999 jo No. 3/1999
* PP No. 40 tahun 1996

Pengertian

Hak untuk mengusahakan tanah yang dikua-
sai langsung oleh negara, dalam jangka
wokly fertentu guno perusahaan perianian,
peternakan atau perikanan (perianian dalam
ari yang luos).

Peruntukan

Perfanian, peternckan, atau perikanan (per-
tanian dalom orti yang luas).

Kewenangan
Pemegang Hak

* Daopat menggunckan tanohnya * Dapat
dijadikan jaminan hutang dengan dibebasi
hak tanggungon  Dopat dipindahkan
(dialikkan) haknya kepoda pihak lain.

Luasnya

* Sesuai dg keperuannyo 5 Ho * Untuk
peruschaan perkebunan besar, minimal
25 Ho.

Subjek Pemilik
Hak

* WNltunggal * Koperasi Pertanion * Badan-
baden Keagamaon ¢ Badan-badan sosial

Jangka Wakiu

Paling lama 35 tahun, dopat diperpanjang 25
tahun

Alas Haknya

Tonah negara

Hapusnya Hak

¢ Jangka waklunyo berakhir

* Dihentikan sebelum jangke waktunya
berakhir karena sesualu syarat tidak
dipenuhi

Dicabut untuk kepentingan umum
Ditelanterkan

Tanahnya musnch

Dimiliki oleh selain subjek hukum yg diten-
tukan.
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HAK GUNA BANGUNAN

Macam Hak

Deskripsi

Aturan Hukum

* Pasal 35-40, 50-52, 55 UUPA

¢ Ketentuan Konversi posal | ayot 3 & 4,
posal Il ayot 2, pasal V, posal Vil ayat 4

¢ PP No. 40 ghun 1996

Pengerﬁon Hok untuk mendirkan dan mempunyai bo-
ngunan alos lanch yang bukan miliknya
sendiri uniuk jangka wakiu tertentu (paling
lama 30 tchun) dapat diperponjong 20 tahun

Peruntukan Mendirikon banguncn
Kewenangan Mendiriken bangunan/rumah tinggal di atos

Pemegang Hak

tanch kepunyaon pihak lain serta memiliki
bangunan/rumah tinggal yg telah didirikon

L + Sesuai dg keperuonnya 5 Ho
vasnya * Uniuk peruschaan perkebunan besar, min-
imal 25 Ho.
Subjek Pemilik | = WNI
Hak ¢ Badon Hukum Indonesio (Modal swasta &

modal/saham mitik negaro)

Jangka Waktu

30 1chun, dapot diperpanjang 20 tahun

Alas Haknya

* Tonah negara
* Tanch hak milik

Hapusnya Hak

* Jangke waktunyo berakhir

* Dihentikan sebelum jangka wakiunya
berakhir kareno sesuotu syarat tidok
dipenuhi

Dicabut untuk kepentingan umum
Ditelaniarkan

Tonchnya musnch

Dimiliki oleh selain subjek hukum yg diten-
tukan.

o o o o
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HAK PAKAI

Macam Hak

Deskripsi

Aturan Hukum

¢ Pasal 41-43, 49 (2), 50 (2) UUPA

* Ket. konvesi pasal | ayot 2, Vi, Vil oyat 2

* Pasal 9 PMA No 9 Tahun 1966

* PMA No. 1 tchun 1966 .

* PMNA/Ko. BPN No. 9/1999 jo no. 3/1999
* PP No. 4/1996

* PP No. 41/1996

Pengertian

Hok untuk menggunoken dan/otou wuniuk
memungut hasil dari tanah yang dikuasai lang-
sung oleh nagora atau tanch milik orang lain
yang memberi wewenang dan kewaijiban yang
ditentukan dalom SKPH {tanch negaro) otau
perjanjion dengan pemiliknya yang bukan sewo
menyewa alau perjanjian pengolahan lanah.

Peruntukan

Usoha pertanian alau mendirikan bongunan
atau rumah tempat tinggal.

Kewenangan
Pemegang Hak

* Dopat menggunaken tanahnya

* Dopat dibebani hak tanggungan menurut UU
No. 4/1996 tentong Hak Tanggungan.

* Dapat dipindahkan hak kepada pikok lain, iika
hak pokai ctas tanch negaro yang bersangkul-
an sudeh bersertifikat, seperti halnya dalam
pemindahan hak/jual beli tanah hok milik, hok
gun usaha dan hak guna bangunan, kecuali
hak pokai yang diberikan oleh pemilik tanch
{sebagai hak sekunder) peru oda ijin/persetu-
juan dari pemiliknya jika okan dipindahkan
haknya kepada pihak lain. '

Luasnya

Subjek pemilik
hak

Umum:

* WNI

» Badan Hukum Indonesia

* WNA yang berdiam di Indonesia
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* Bodan hukum asing yong mempunyai per-
wakilan di Indonesia

Khusus

¢ Departemen, lembago pemerintah non
Departemen dan Pemerintah Daerah

* Badon-badan kesgamacan dan sosiol

¢ Perwgkilan negara asing don perwakilan
badan intemasional

Jangka Wakiu

Umum

* Moksimum 25 tahun dapat diperpanjang 20
tahun dan dapot diperboharui (tanch
negara)

» 25 ghun dapat diperbohorui berdasarkan
perjanjion (dibuat di hadapan PPAT), {untuk
tanah hak milik)

Khusus
* Selama dipergunakan untuk keperluan:
- Deportemen, Lembaga pemerintch non
departemen dan pemerintah daerah.
- Perwakilen negara asing ateu perwakilan
badan intemasional.
- Badan keagamoan dan dan badan sosial.

Alas Haknya

* Tanah negara
* Tonah Haok Pengelolaan
* Tanah hak milik

Hapusnya Hak

* Jangka wakiu berakhir

* Dihentkan sebelum jongka wokiu berakhir
karena salah sesuotu sycrat tidak dipenuhi

¢ Dilepas oleh pemegang hoknya sebelum jong-
ka waktunya berakhir

* Dicobut untuk kepentingan umum

* Ditelantarkan

* Tanohnye musnch
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HAK PENGELOLAAN

Macam Hak

Deskripsi

Aturan Hukum

-

¢ Penjelasan umum UUPA No. lI/ no. 2
* PMDN No. 5/ 1974

* PMDN No. 1/1977

* PP No. 40/1996

Pengertian

Hak yang khusus untuk keperluan
pengembangan dan pembongunan kawoson
industri, pembangunan perumchan poda
umumnyo serfa proyek-proyek Pemerintah
Pusal/Daerah yang khusus diberikan kepado
badan-badan hukum yang modalnya seba-
gian/seluruhnya milik negara

Peruntukan

Kewenangan
pemegang hak

* Memberikan wewenang kepada pemegang
haknya untuk:

- Merencanakan peruntukan dan penggu-
naan fenghnya.

- Menggunakan tanah hanya untuk keperly-
an sendiri,

- Mengesahkan bagian-bagian dari tanah
tersebut kepada pihak ketiga menurut per-
syarotan yong ditentukan oleh pemegang
haknya don pemberian haknya oleh
instansi yang berwenang untuk itu,
Persyaratan yang ditentukan oleh peme-
gang hok pengelola meliputi: peruntukon
dan penggunaon tanahnya, jangka wakty-
nya serto pembaysran uang pemasukan
uniuk mendapatkan tanah kaveling tersebut.
Sedangkan pemberian hak milik, hak
guna bangunan atau hok pakai otas
kaveling tersebut berdasarkan permenag/
Ko. BPN No. 3/ 1999 jo No. 9/1999 dan
PMDN No. 1 tahun 1977
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* Tidok dapat dijedikan jaminan utong dolom
bentuk apa pun maupun dibebani hak
tanggungaon

* Tidek dopat dipindahkan heknya kepada
pihak lain

Subjek pemilik
hak

* Instansi pemerintch

 Pemerintah Doerch don perusahaan-perusa-

haeannya
» Badan hukum milik Pemerintah (100%)

Jangka waktu

Selama dipergunakan

Hapusnya hak

Dibatalkan oleh pemerintah
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Lampiran 2

KEWENANGAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH
(Peraturan Menteri Agraria/Ka. BPN No. 3 Thn. 1999)

Instansi

Kewenangan

Kepala Kantor
Pertanahan
(Kotamadya/
Kabupaten)

1. Hak Milik (HM):

a. Pemberion HM atos tanch pertanian yang
luasnyo tidok lebih dari 2 Ha.

b. Pemberian HM alas tanch non pertanian
yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m2,
kecuali mengenoi tanch bekas Hak
Guna Usaha (HGU).

c. Pemberian HM atas tanch dalom rangko
pelaksanaon program:

- Transmigrasi
- Redistribusi tanch
- Konsolidasi tanch
- Pendaftaran tanoh secera massal baik
dalam pelaksanaon pendaftaran tanah
secora sistematis moupun sporadik.
. Hok Guno Bengunan:

a. Pemberian HGB ctas ianah yang luasnya
lebih dari 2.000 m2, kecuali mengenai
tanah berkas HGU.

b. Semua pemberian HGB atas tanah Hak
Pengelolaan.

. Hak Pakai (HP):

0. Pemberian HP las tanah pertanian yang
lvasnyo fidok lebih dari 2 Ha,

b. Pemberian HP atas tanch non pertanian
yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m2,
kecuali mengenai tanah bekas HGU.

c. Semuo pemberion HP otas tanch Hok
Pengelolaan.

4. Memberi keputusan mengenai semua
perubahan hak atas tanch, kecuali
perubahan Hok Guna Uscha menjadi
hak lain.
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Kepala Kantor
Wilayah Badon
Pertanahan
Nasional
Propinsi

1. Hak Milik {HM}):

a. Pemberian HM atas tangh pertanion yong

luasnya lebih dari 2 Ho;

b. Pemberian HM atas tanch non pertanian
yang luasnya tidak lebih dari 5.000 m2,
kecuali yang kewenangan pemberiannyo
telah dilimpahkan kepada Kepalo Kantor
Pertanchan Kebupaten/Kotamadya.

2. Hak Guna Ussha (HGU):

Pemberian HGU atos tench yang luasnya

tidak lebih dari 200 Ha.

3. Hak Guna Bangunan (HG8)

Pemberian HGB atos tanach yang luasnyo

tidak lebih dari 150.000 m2, kecuali yang

kewenangan pemberiannya telch
dilimpahkan kepada Kepala Kantor

Perlanahan Kabupaten/Kotamedya.

4. Hek Pakai (HP):

a. Pemberian HP afas tanah yang lvosnya
lebih dori 2 Ha.

b. Pemberian HP yang luasnya tidak lebih
dari 150.000 m2, kecuali yang kewe-
nangan pemberiannya teloh dilimpahkan
kepada Kepala Kantor Peddanchan
Kabupaten/Kotamadya.

5. Pemberian hak atas tanah yang sudah di
limpahkan kewenangan pemberiannya
kepado Kepala Kantor Pertanchan
Kebupaten/Kotamadya, apabila atas lapor-
an Kepala Kentor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya hal tersebut diper-
lukan berdasarkan keadcon di lopangan.

6. Pembatalen keputusan pemberian hok atos
tangh yang telah dikelvarkan oleh Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya
yang terdapat cacat hukum dalam penerbit-
ennya.

7. Pembatalan keputusan pemberian hak atas
tanah yang kewenangan pemberiannya
dilimpahkan kepada Kepala Kantor
Pertanchan Kabupaten/Kotamadya dan
kepada Kepala Kantor Wilayoh 8PN, untuk
melcksanakan putusan Pengedilon yang
teloh memperoleh kekvatan hukum tetap.
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Kepala Badan
Pertanahan
Nasional
(BPN)

1. Pemberian hak ctos tanah yang diberikan
secara umum,

2. Pemberian dan pembatalan hak atas tanch
yong tidek dilimpahkon kewencngannya
kepada Kepalo Wilayah BPN Propinsi atou
Kepala Kantor Pertanohan Kabupaten/
Kotemadya. .

3. Pemberian dan pembatalen keputusan pem-
berian hak atos tanah yang dilimpahkan
kewenangan pemberiannya kepada Kepala
Kantor Witaych BPN Propinsi atau Kepala
Kantor Pertanchan Kabupaten/Kotemadya,
apabila otas laporan Kepala Kantor BPN
Propinsi hal tersebut dipertukan berdasarkan
keadean di lapangan.
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Lampiran 3

DAFTAR BIAYA PENGUKURAN DI KANTOR PER-

TANAHAN

Luas Tanah Biaya Pengukuran
m?) (Rp)
1-500 86.900

501 - 1.000 138.600
1.001 - 1.500 184.800
1.501 - 2.000 227.700
2.001 - 2.500 268.400
2.501 - 3.000 308.000
3.001 - 3.500 346.500
3.501 - 4.000 383.900
4.001 - 4. 500 421.300
4.501 - 5.000 457.600
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g Lampiran 4
Alat bukti kepemilikan tanah
Menurut PP No. 24/1997 tentang pendaftaran tanah

No Alat Bukti Tertulis Keterangan
. Diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (Staotsblad, 1834-
L Grosse akta hak eigendom 27), yang teloh dibubuhi catatan,No bahwo hak eigendon yang
bersangkutan dikonversi menjadi hak milik.
2 | Grosse akta hak eigendom | Diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad, 1834-
27}, sejok berloku UUPA sampai pendafiaran tanah dilaksanakan menurut
PP No 10 tahun 1961 di daerah yang bersangkuton.
3 | Surat tanda bukti hak milik | Ditesbitkan berdasarkan Peraturan Swaprajo yang bersangkutan.
4 Sertifikat hak milik Diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria No 9 tahun 1959,
5 | Surat Keputusan pemberian | Dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum atou sejak berlakunya UUPA,
hak milik yang tidak disertai kewajiban membayar uang pemasukgn dan mendaf-
tarkan hak yang diberikan, tetapi teloh dipenuhi semua kewaijiban yang
disebut di dalamnyo.
6 Akad pemindahan hak Dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh kepala Adat
atav kepala Desa/yong dibuat sebelum berlaku PP No. 24/1997.
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No Alat Bukti Tertulis Keterangan
7 | Akta pemindahan hok atas tanah | Dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan.
8 |Ako ikrar wokaf/surat ikror wokaf | pibyot sebelum atau sejak mulai dilaksanakan PP No. 28 tohun 1977.
9 | Risalah lelang Dibuot oleh pejabat I;along yang berwenang, yangtanahnya belum
dibukukan.
10 | Surot penunjukan atau pembe- P 1i tanch diambil oleh intah ot intah daerah
lian kovling fanch engganti fanah yang diambil oleh pemerintah alou pemerintah daerah.
11 | Petuk pajok bumi/landrente, Sebelum berlakunya PP No. 10 tohun 1961.
girik, pipil, kekitir, dan verpond-
ing Indonesia
12 | Surat keterangan riwayat tanch | Yong pernah dibuot oleh kantor PBB .
13 | Loin-loin bentuk alot pembuktian | Dengan nama apa pun sebagaimana dimaksud dalom konvensi-konvensi

tertulis

UUPA:
a. Pasal Ii:
- Hok Agrarisch eigendom, milik, yayasan, andarbeni, hak atas
druwe, hok atas druwe desa, pesini, grant sultan,
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Landdreijenbezitrecht, oltiddurende efpaccht, hak usaha atas bekas
tanah partikelir dan hak-hak lain dengan noma apa pun menjadi
hak milik.

- Jika hak yang disebutkan di atas tadi dimiliki oleh orang asing,
orang Indonesia yang juga memiliki kewarganegaroan, dan badan
hukum yang tidek ditunjuk oleh pemerintah menurut UUPA, maka
haknya menjadi hak guna useha atau hak guna bangunan.

b. Pasal VI: hak vruchtgebruik, gebruik, grant controleur, brikleen,
ganggam bauntuik, anggaduh, bengkok, lungguh, pituwas, dan
hak-hak lain dengan nama apa pun juga menjadi hak pakai.

c. Pasal VII: :

- Hok gogolan, pekulen, atau sanggan yang bersifat tetap menijadi
hak milik.

- Hak gogolan, pekulen, atau sanggan yang bersifat tetap menjadi
hak pakai.

- Jika ada keragu-raguan dari hok gogolan, pekulen, atau sanggan
yong bersifot tetop maupun fidok tetap, maka Menteri Agraria yang
memutuskan.




Lampiran 5

Alamat Badan Pertanahan Nasional dan Propinsi,
‘serta Kantor Pertanahan di Wilayah DKI Jakarta

Instansi

Alamat

Telepon

Badan Peranahan
Nosional

JI. Sisingamangoraja No. 2
Jakarta Selatan

739-3939 -

Kantor Wilayah BPN
Propinsi DK1 Jakorta

Dinas Teknis
Ji. Taman lati Baru No. 1

3851550

Kantor Pertanahan
Jakarta Pusat

Kantor Walikota Jak. Pusat
Ji. Tanah Abang | No. 1
Lantai 4

385-0790

Kantor Pertanchan
Jakarta Selaten

Kantor Walikota Jok. Selatan
JI. Trunojoyo No. 1
Kebayoran Baru

720-8636

Kontor Pertanahan
Jokarta Timur

JI. A Sentra Primer Baru
Timur, Pulo Gebang, Jakarta
Tirur

4870-2168

Kantor Pertanchan
Jakorta Barat

JI. Raya Kembangan
Jakarta Barat

582-5869

Kantor Pertanahan
Jokarta Utara

JI. Yos Sudarso No. 27-29
Lt. 2, Jakerta Utaro

435-2439
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Lampiran 6

BIAYA-BIAYA YANG DIKELUARKAN
DALAM PELAYANAN BIDANG TANAH

1. BPHTB (UU No. 21 tahun 1997)
Dasar hukum UU No 21/1997 tentang Bea
Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (LN
1997 No. 44, TLN Nomor 3688), seba-
gaimana telah disempurnakan UU No. 20
Tahun 2000.

Instansi terkait :
1. PPAT / Notaris Kantor Pertanahan ( BPN)
2. Kantor Lelang ( BUPLN )
3. KPPBB ( Ditjen Pajak )
4. Instanst terkait lainnya

Tarif Pajak:

* Tarif pajak sebesar 5 %

* Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) tidak
kena pajak ditetapkan sebesar Rp 30.000.000;-

* Dasar pengenaan pajak adalah NPOP dengan:
1. Jual beli adalah harga transaksi
2. Tukar-menukar adalah nilai pasar objek

tersebut

3. Hibah adalah nilai pasar objek tersebut
4. Pemasukan dalam perseroan atau badan



hukum lainnya adalah nilai pasar objek
pajak tersebut

5. Pemisahan hak yang mengakibatkan per-
alihan adalah nilai pasar objek pajak

6. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah
harga transaksi yang tercantum dalam
risalah lelang

7. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan
hakim yang mempunyai kekuatan hukum
tetap adalah nilai pasar objek tersebut

8. Pemberian hak baru atas tanah sebagai
kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai
pasar objek pajak tersebut

9. Pemberian hak baru atas tanah di luar
pelepasan hak adalah nilai pasar objek
pajak tersebut.

* Apabila NPOP tidak diketahui atau lebih ren-
dah daripada NJOP pada PBB maka yang
digunakan adalah Nilai Jual Objek PBB.

Tata cara :

* Wajib pajak membayar pajak terutang de-
ngan tidak mendasarkan pada adanya Surat
Ketetapan Pajak (SKP), tetapi menghitung
dan membayar sendiri pajak yang terutang
dengan mengisi Surat Setoran Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan ( SSB ).

« Pajak yang terutang dibayar ke kas negara
melalui bank BUMN atau bank BUMD atau
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kantor pos atau tempat pembayaran lainnya
yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

* Khusus DKI, yang ditunjuk sebagai tempat
pembayaran BPHTB adalah bank-bank
BUMN dan Bank BUMD ( daftar kantor
cabang bank BUMN dan BUMD penerima
setoran BPHTB di DKI terlampir )

* Dalam hal SSB nihil , wajib pajak tidak perlu
ke bank BUMN/BUMD, cukup SSB dike-
tahui (ditandatangani) oleh Pejabat PPAT/
Notaris, Kepala Kantor. Kepala Lelang atau
ke alamat kantor pertanahan kotamadya.

Sanksi :

* Dalam jangka waktu 5 ( lima ) tahun sesu-
dah terhutangnya pajak, Dirjen Pajak dapat
menerbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang
Bayar ( SKBKB) apabila berdasarkan hasil
pemeriksaan atau keterangan lain ternyata
jumlah pajak yang terutang kurang bayar.
Jumlah kekurangan pajak yang terutang
dalam SKBKB ditambah dengan sanksi
administrasi berupa bunga 2% sebulan
untuk jangka waktu paling lama 24 bulan,
dihitung mulai saat terutangnya pajak sam-
pai dengan diterbitkannya SKBKB

* Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah
terumnglpaja'k, Dirjen Pajak dapat menerbitkan



Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan
(SKBKBT) apabila ditemukan data baru dan
atau data yang semula belum terungkap yang
menyebabkan penambahan jumlah. yang
terutang dalam SKBKBT ditambah dengan
sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar
100 % dari jumlah kekurangan pajak tersebut,
kecuali Wajib Pajak melapotkan senditi belum
dilakukan tindakan pemeriksaan.

Contoh 1

Perhitungan Besor Biaya

Waiib pajok A membeli tanah dengan NJOP Rp 22.000.000
Nilai Perolehan Obiek Pajak Tidok Kena Pojak | Rp 30.000.000

Karena nilai perolehan obijek pajok berada di | ¢
rbawuh NJOP tidak keno pajok, maka peroleh-
an hok atas tanah tersebut tidak dikenai BPHTB

Contoh 2

Perhitungon Besar Biaya

Pajal

Waiib pajak membeli tanch dengan NJOP | Rp 35.000.000
Ni!oL Perolehan Obiek Pajok Tidak Kena Rp 30.000.000

Niloi Perolehan Obiek Pajok Kena Pajak | Rp  5.000.000

Pajak terhutang (5 x NJOP Kena Pajak) 5% x Rp 5.000.000

= Rp 250.000
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2. Pemasukan pada negara
Harga dasar: ,
* Dalam pemberian HM, HGB, HGU atau
Hak Pakai
1. NJOP tanah yang bersangkutan,
2. Bila belum ditetapkan maka harga dasar di-
tetapkan oleh kepala kantor pertanahan.
* HGU :
1. Untuk tanah di Jawa dan Sumatera,
Rp 150.000,-
2. Untuk tanah yang terletak di daerah lain-
nya Rp 100.000,-
Perbitungan Uang Pemasukan
* HM
Tanah pertanian
o Sampai dengan 2 Ha (0% x luas tanah x
harga dasar)
o Lebih dati 2 Ha s/d 5 Ha (2% x luas
tanah x harga dasar)
o Lebih dari 5 Ha (5% x luas tanah x harga
dasar)
Tanab non pertanian
o Sampai dengan seluas 200 m2 (0% x luas
tanah x harga dasar)
0 Lebih dari 200 m2 s/d 600 m2 (2% x luas
tanah x harga dasar)
0 Lebih dari 600 m2 s/d 2000 m2 (4% x
luas tanah x harga dasar)
o Lebih dari 2.000 m2 (6% x luas tanah x
harga dasar)
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Lampiran 7
JANGKA WAKTU PELAYANAN BERDASARKAN JENISNYA

(Surat Edaran dari Kantor Wilayah BPN No. .

. 073.521/1564/TU/98 tentang Peningkatan Pelayanan
Bidang Pertanahan)

No Bentuk Pelayanan Lamanya
Layanan
1 Pengukuran Tanch 25 hari kerja
2 | Risalah Pemeriksaan Tanah Panitia A 30 hari kerja
3 Keputusan Pemberion Hak Alas Tanah 48 hari kerja
4 Rekomendasi SIPPT 24 hari kerjo
5 lzin Peralihan Hak 18 hari kerja
6 | Perelaan dan Akte Pemisahan Satuan 28 hari kerja
Rumah Susun
7 Penerbitan Seripikat

* Pendaftaran SK Hak 18 hari kerjo
* Peralihan Hak/Balik Nama 12 hari kerja
* Pemisahan/Penggabungan Hak 39 hari kerjo
« Peningkatan dan Penurunan Hak 16 hari kerjo

* Pembebanan Hok Tanggungan 9 hari kerja
« Gonti Blanko Sertifikat karena Hilang/ 18 hari kerja

Rusok

* Blanko Loma 16 hori kerja

8 Pencatatan Sita/Blokir 6 hari kerja

9 Roya 6 hari kerja
10 | Rekomendasi lzin Lokasi 12 hari kerja
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Membangun Bangunan Rumah
Tinggal di Jakarta

1. Mengapa kita harus izin ke Pemda untuk
mendirikan bangunan rumah tinggal?

Untuk bisa mendirikan bangunan rumah tinggal
di wilayah DKI, masyarakat terlebih dahulu harus
mengantongi izin yang dikeluarkan oleh Pemda DKI.
Izin tersebut merupakan tanda diperbolehkannya
mendirikan rumah di wilayah DKI ini, setelah pem-
bert izin melihat bahwa masyarakat yang ingin
mendirikan bangunan tersebut telah memenuhi per-
syaratan yang ditentukan. Hal tersebut juga berlaku
sama dengan bangunan yang bukan untuk rumah
tinggal.

Pada dasarnya kegiatan mendirikan rumah atau
bangunan di suatu wilayah it dilarang, Larangan ini
ditujukan untuk menciptakan ketertiban bagi
masyarakat Jakarta sendiri dalam menikmati rumah
atau bangunan yang akan digunakannya. Berdirinya
rumah atau bangunan di suatu lokasi tertentu, pasti
memiliki pengaruh bagi rumah atau bangunan lain
yang ada di sekitarnya. Kehidupan yang saling berte-
tangga di Jakarta ini, jelas menciptakan hubungan
yang saling terkait antara warga yang satu dengan
yang lain. Kehadiran sebuah rumah di suatu daerah,
tentunya memiliki pengaruh secara langsung maupun
tidak langsung, bagi bangunan dan lingkungan yang
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ada di sekitarnya. Apalagi dengan padatnya pen-
duduk yang mendiami tanah, hampir tiap jengkal
tanah terisi oleh bangunan, entah untuk rumah ting-
gal, ruko, gedung bertingkat, jalan raya dan berbagai
bangunan fisik lainnya. .

Jelaslah kita dapat membayangkan kalau semua itu
tidak diatur, maka setiap warga masyarakat dapat
mendirikan bangunan seenaknya sendiri, tanpa
mempedulikan kepentingan tetangga di sebelahnya
maupun kepentingan umum yang lebth luas lagi.
Untuk itu, diperlukan peran pemerintah daerah seba-
gai pihak yang berwenang untuk menengahi per-
tarungan berbagai kepentingan ini melalui izin yang
dikeluarkannya.

Manfaat Bangunan Memiliki IMB

1. Dari aspek legalitas mendapat kepastian per-
lindungan hukum.

2. Bangunan yang memiliki IMB meningkatkan
nilai jual bangunannya.

3. Dapat menjadi salah satu persyaratan agun-
an/jominan.

4. Menumbuhkan rasa aman bagi pemilik
bangunan.

1zin Mendirikan Bangunan atau lebih sering dike-
nal sebagai IMB adalah izin yang dikeluarkan oleh
Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan (P2B)
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alau

('r"asal 1 putir V perda No 1
Tahun 1881)

pangun: =
E‘:’ge"t:ap ‘\Anegiakan mendirikan,

membongkar,
mengganti sel
gian.

mernpelhaharui.
uruh atau seba-
memperiuas pangunan

bangunan-bangunan“. |

>

Kegiatan terhadap bangunan
yang tidak perlu IMB:

1. Pekerjaan yang termasuk
dalam pemeliharaan dan per-
awatan bangunan yang bersifat
biasa.

2. Mendirikan kandang pemeli-
haraan binatang atua bangunan-
bangunan di halaman belakang
dan isinya tidak lebih dari 12 m3
3, Bangunan-bangunan di bawah
tanah.

4. Perbaikan-perbaikan yang
ditentukan oleh Gubernur Kepala
Daerah (Pasal 17 Perda Mo, 7
Tahun 1981)




Pemda DK atas nama gubernur, baik itu untuk keper-
luan mendirikan bangunan baru, renovast maupun
penambahan bangunan. IMB ini baru dapat diberikan
setelah permohonan izin dari warga masyarakat terse-
but dinyatakan telah sesuai dengan aspek-aspek yang
terkait dengan pendirian bangunan, yang meliputi
aspek pertanahan, aspek planologis, aspek teknis,
aspek kenyamanan dan aspek lingkungan.

Rumah atau bangunan yang dibangun tanpa atau
tidak berdasarkan IMB, maka berdasarkan SK
Gubernur No. 1068/1997 tentang Petunjuk Pelaksa-
naan Penertiban Kegiatan Membangun dan menggu-
nakan bangunan di DKI, dapat dikenakan tindakan

Syarat dapat diberikannya {MB;
1. Bangunan yang diditikan hatus sesuai

p gan R Tata Ruang
(RUTR)

2. Luas bangunan harus sesuai dengan
ketentuan BCR (Buiding Ci ge Ratio),

yaitu perbandingan antara laus bangunan
{tutupan yang tidak resap air) dengan total
luas resapan lahan. Untuk wilayah perkctaan
besarnya BCR antara 35-60%.
3. Garis Sempadan Bangunan (GSB) yaitu
jarak antara ruas jatan dengan bangunan ter-
tuar
a. Jalan primer (Propinsi): 25 m
b. Jalan sekunder (Kabupaten): 13 m
c. Jalan tersier {penghubung): 13 m
d. Jalan tocal: 8 m
4. Ketinggian bangunan tidak melebihi atu-
fan yang telah ditentukan berdasarkanj
ketentuzan tata ruang k hi telah dilakuk
pengkajian teknik terlebih dahulu atav izin

khusus.
~J

73



penertiban berupa diberikannya surat pemberitahuan
dan peringatan kepada pemilik rumah atay bangunan
tersebut. Apabila surat tersebut tidak dihiraukan juga
oleh pemilik bangunan maka pthak pemda akan
memberikan sanksi berupa bongkar paksa bagi ba-
ngunannya, dan sanksi pidana beserta sanksi
administrasi bagi pemilik bangunannya.

2. Bagaimana kita bisa mendapatkan Izin

Mendirikan Bangunan (IMB)?

Langkah pertama yang ditempuh untuk  bisa
memdapatkan IMB adalah mendatangi Seksi P2B ke-
camatan di wilayah rumah yang hendak anda bangun.
Dari loket Seksi P2B tersebut, pemohon izin akan
mendapatkan informasi tentang prosedur apa yang
harus dilakui sebelum mendapatkan IMB tersebut.
Dalam prosedur yang harus dilaluj tersebut, hal per-
tama yang harus disiapkan adalah dokumen-doku-
men yang dibutuhkan dalam pengurusan izin.
Dokumen-dokumen tersebut ialah:

1. Fotokopi KTP (sebanyak 1 lembar)

Pastikan bahwa KTP anda masih berlaku,
sebab bila tidak selembar fotokopi KTP
dapat menjadi penghalang anda untuk men-
jalani prosedur berikutnya.

2. Fotokopi surat-surat tanah

Salah satu aspek yang mendasari dapat di-
berikannya IMB kepada seorang pemohon
adalah aspek pertanahan. Dalam aspek tersebut,
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Dokumen yang dibutuhkan

1. Fotokopi KTP {1 lembar);
2. Fotokopi surat-surat tanah;

3. Surat pernyataan bahwa tanah yang di-
kuasai dan atau dimiliki tidak dalam sengketa
dari pemohon;

4. Keterangan dan peta rencana kota dari
Dinas/Suku Dinas Tata Kota sebanyak minim-
al tujuh lembar (bagi pemohon IMB pertama
kali) atau peta kutipan rencana kota dari
Dinas/Suku Dinas Tata Kota (bagi yang sudah
memiliki IMB);

5. Gambar rancangan arsitekiur bangunan
minimal tujuh set.
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keberadaan surat tanah merupakan bukti
yang dapat memastikan bahwa rumah atau
bangunan yang didirikan ity, dibangun pada
sebuah tanah yang kepemilikan atau hubun-
gan antara pemohon izin dengan pemilik
tanah itu jelas. Dalam arti bahwa pemohon
izin merupakan pemilik langsung dari tanah
tersebut atau pihak yang menyewa atas tanah
yang digunakan untuk membangun rumah
tersebut. Surat-surat tanah ini dapat berupa:

a.

b.

c.
d.

h.

i.

Sertifikat tanah

Surat Keputusan Pemberian Hak Peng-
gunaan Atas Tanah

Surat Kavling

Fatwa tanah dari kantor pertanahan
SK Walikota untuk penampungan semen-
tara

Rekomendasi dari kantor pertanahan
berupa peta bukti pembebasan tanah
Hasil sidang panitia A dari kantor per-
tanahan disertai surat keterangan tidak
sengketa dari kelurahan

Surat girik.

Surat kohir verponding Indonesia.

Yang patut diingat dari surat tanah ini tidak harus
berupa sertipikat, bukti-bukti lain yang dianggap
cukup seperti yang disebutkan di atas dapat diajukan
sebagai dokumen surat tanah, Apabila tanah yang
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akan digunakan ternyata tidak memiliki bukti seba-
gaimana yang disebutkan, maka anda harus terlebih
dahulu mengurus surat-surat tanah anda ke kantor
pertanahan setempat.

Selain surat tanah, dokumen lain juga dibutuhkan
untuk memenuhi aspek pertanahan dalam pengurus-
an IMB ini adalah dilampirkannya surat pernyataan
dari pemohon yang berisi keterangan bahwa tanah
yang akan dipergunakan ini tidak dalam sengketa.
Biasanya untuk memperkuat kedudukan keterangan
tidak sengketa ini, pemohon dapat mengajukan surat
pernyataan tersebut kepada lurah setempat untuk
diketahui.

Di kelurahan, untuk mendapatkan bukti bahwa
surat tersebut telah diketahui oleh lurah, pemilik
tanah yang akan digunakan ini dapat mengajukan
permohonan dengan melampirkan buki kepemilikan
tanah yang dimilikinya dan keterangan dari RT/RW
setempat. Pihak kelurahan akan memproses urat per-
mohonan tersebut, apabila surat permohonan dan
dokumen penunjang lainnya dinilai cukup, maka
lurah akan langsung menandatangani surat keterang-
an tidak sengketa. Pelayanan ini biasanya tidak
dipungut biaya.

3. Keterangan dan peta rencana kota

Dokumen keterangan dan peta rencana kota
merupakan dokumen yang dapat mengetahui apakah
rumah atau bangunan yang akan didirikan tersebut
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telah memenuhi aspek planologi atau tidak. Yang
dimaksud dari keterangan dan peta rencana kota
adalah surat keterangan tentang rincian rencana
pengaturan pemanfaatan ruang kota dari sebidang
tanah yang dimohon, dengan lampiran Peta Rencana
Kota skala 1:1000.

Dari dokumen tersebut akan diketahuj kondisi
lokasi tanah yang dimohon dalam peta rencana kota
berupa:

a. Peruntukan tanahnya dalam Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW/),

b. Garis Sempadan Jalan (GS)). Di mana yang
dimaksud dengan GSJ ini adalah garis rencana
jalan yang ditetapkan dalam rencana kota,

¢. Garis sempadan Bangunan (GSB). Di mana
yang dimaksud dengan GSB ini adalah garis
yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangu-
nan ke arah GSJ yang ditetapkan dalam ren-
cana kota.

d. Koefisian Lantai Bangunan (KLB). Di mana
yang dimaksud dengan KLB ini adalah per-
bandingan jumlah luas seluruh lantaj tethadap
luas tanah perpetakan yang sesuai dengan ren-
cana kota. ‘

e. Koefisian Dasar Bangunan (KDB). Di mana
yang dimaksud dengan KDB adalah per-
bandingan jumlah luas lantai dasar terhadap
luas tanah perpetakan yang sesuai dengan ren-
cana kota,
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f. Ketinggian bangunan dalam lapis/lantai.

g Tipe bangunan (T=Tunggal/D=Deret/ G=Ganda)
h. Perpetakan

Untuk mendapatkan dokumen tersebut, anda
harus mengajukan permohonan kepada Seksi Tata
Kota yang ada di kecamatan tempat tanah tersebut
berada. Dokumen yang harus diserahkan dalam pen-
gurus permohonan tersebut adalah:

a. Fotokopi Surat Tanda Bukti Kepemilikan

Hak Atas Tanah yang telah dilegalisasi baik
berupa:

- Sertifikat Tanah

- Surat Tanah Girik atau Milik Adat

- Akte Jual Beli

- Kartu Kavling,

b. Fotokopi tanda Bukti Lunas PBB tahun ber-
jalan. :

¢. Fotokopi KTP / SIM / Indentitas lainnya yang
sah dari pemilik tanah perorangan.

d. Peta Situasi Terukur (PST) bila telah dimiliki
dan masih dinyatakan berlaku sebanyak 12
lembar.

Khusus untuk Peta Situasi Terukur, apabila tidak
memiliki atau peta yang dimiliki dinyatakan tidak
berlaku, maka anda harus memohon kembali kepada
Seksi Tata Kota Kecamatan untuk melakukan peng-
ukuran terhadap tanah yang anda miliki tersebut.

Biaya yang dibebankan kepada pemohon untuk
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mendapatkan keterangan dan peta rencana kota, ter-
diri dari komponen:

a. Biaya pengukuran
No Luas Tanah Biaya Rp
1 | Luas sampai dengan 100 m2 30.000
2 Luos lebih dari 100 m2 sampai dgn 200 m2 40.000
3. | Luas lebih dari 200 m2 sampai dgn 3C0 m2 50.000
4 Luas lebih dori 300 m2 sampai dgn 400 m2 60.000
5 | Luas lebih dari 400 m?2 sampai dgn 500 m2 70.000
6 Luas lebih dari 500 m2 sampai dgn 1.000 m2 100.000
Luas lebih dari 1.000 m2 dikenackan retribusi
sebesar Rp 100.000,-
7 ??gos;i‘i:g kelebihan kelipatan luas scmpai dgn 150.000 :
8 | Pengukuran waterpass tiap 1 km/panjang 300.000
9 Pengukuran countour/garis tinggi dengan infer-
val beda tinggi maksimal 0,5 m, tiap 100 M2
dikenakan retribusi , 30.000
10 | Pengukuran opname jalan, saluran dan 100
jaringan utilitas dikenakan retribusi tiap m.
b. Biaya pelayanan ketentuan rencana kota
No| Jenis Kode| Luas Tanah Min | Tarif Eelglla‘ih!on Iu405
ari kolom
Peruntukan (m2) (Rp) forioles ot
1 | Wismo Sngt. | Wsk | < 60 2.000 |Per unit hunian
Kecil
2 | Wisma kecil | Wke {60 < ... < 200 |5.000 |Per unit hunian
3 | Wisma sedang| Wsd 1200 < ... < 400]10.000 | Per unit hunian
4 | Wisma besar | Wbs |400 < ... < 500]10.000 |Kelipatan pe-
nuh dari 500
m2
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¢ Biaya pelayanan pematokan untuk penerapan
rencana kota (ada tabel)

No Jenis Luos Tanah | Tarif |Unit/Kav/Petok K:Ieb:‘hcin lugs
. ori kolom
Peruntukan | Min (m2) (Rp) berloku ot
1 [Wisma Sngt. |< 60 50.000 | Per urit hunion
Kecil

2 |Wisma kecil [60 < ... <200 |10.000 |Per unit hunian
Wisma sdg 200 < ... < 400 |20.000 | Per unit hunian
4 - |Wisma besor 400 < ... < 500 30.000 | Per unit hunian

500 < ... Kelipotan penuh
deri 100 m2

d. Biaya pelayanan perencanaan tata letak bangunan

No Jenis Lvas Tanch | Tarif [UniKov/Petak ch!eb:(hc'ln luos
0 ari kolom 3
Peruntukan | Min (m2) (Rp) borloke ot
1 [Wisma Sngt. |< 60 50.000 | Per unit hunian
Kecil .

2 |Wisma kecil {60 < ... <200 |10.000 |Per unit hunion
3 [Wisma sdg |200 < ... < 400 20.000 | Per unit hunian
4 |Wisma besar [400 < ... < 500 |30.000 |Per unit hunian

500 < . Kelipatan penuh
o deri 100 m2

S-

Waktu yang dibutuhkan untuk memproses per-
mohonan sampai didapatkannya dokumen ‘rencana
kota ini adalah 15 hati kerja, yang terdiri atas:

* Pengukuran Situasi Tanah : 7 hari
* Keterangan Rencana Kota : 4 hari
* Rencana Tata Letak Bangunan : 4 hari
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4. Gambar rancangan Arsiteksur Bangunan minimal tujub
set

Rancangan arsitektur bangunan diperlukan untuk
mengetahui aspek teknis dari pembangunan rumah
atau bangunan tersebut baik berupa tinggi serta luas
bangunan, tampak depan, samping, atas dan pe-
nataan ruang dalam dan luar dari bangunan tersebut.
Untuk mendapatkan rancangan arsitektur bangunan
ini, khususnya bagi bangunan rumah tinggal, pemo-
hon IMB dapat saja menggunakan jasa profesional
dari seorang arsitek. Namun tentunya diperlukan
biaya yang tidak sedikit. Bagi pemohon IMB yang
- tidak memiliki cukup dana setidaknya dapat meng-
gunakan juru gambar yang telah memiliki lisensi
untuk menggambar rancangan tersebut. Juru gambar
ini secara fungsi kerjanya tetap bisa disamakan de-
ngan tenaga arsitek, hanya latar belakang pendidikan-
nya saja yang membedakan jauh antara kedua profesi
tersebut.

Bagi pemohon IMB yang tidak menggunakan jasa
arsitek dan ingin membangun senditi rumah atau
bangunan yang diinginkan, juru gambar ini dapat
dengan mudah ditemui di Kantor Seksi P2B Keca-
matan atau di Kantor Suku Dinas P2B Kotamadya
tempat si pemohon tinggal. Untuk biaya, biasanya
sangat tergantung pada negosiasi antara pemohon
dengan juru gambar tersebut. Yang perlu diingat
besarnya harga rancangan tersebut sangat tergantung
dari tingkat kesulitan desain dari rumah atau bangunan
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yang akan dibangun. Jangan lupa tanyakan terlebih
dahulu apakah juru gambar tersebut telah memilik;
lisensi atau tidak untuk menggambar rancangan ini
berdasackan standar rancangan arsitekrur untuk IMB.
Sebab kalau-kalau ternyata juru gambar ini _tidak
memiliki lisensi, gambar rancangan anda pasti akan
menemui kesulitan untuk memenuhi aspek teknis
dalam mengurus IMB ini.

Bisa juga bagi pemohon IMB, menyerahkan pem-
buatan rancangan arsitektur bangunan ini kepada
kontraktor atau pemborong yang ditunjuk oleh
pemohon untuk membangun rumah atau bangunan
yang dikehendaki dari tahap awal rancangan sampai
bangunan tersebut selesai. Biasanya untuk biaya
untuk pembuatan gambar ini, sudah termasuk dalam
keseluruhan biaya pembangunan yang diajukan oleh
kontraktor atau pemborong Pemohon tinggal
bernegosiasi dengan kontraktor atau pemborong
tersebut untuk biaya keseluruhan pembangunan ini.

Setelah dokumen-dokumen yang dibutuhkan
telah dipenuhi oleh pemohon, maka langkah kedua
yang harus dilakukan adalah menyerahkan kembali
permohonan beserta dokumen yang dilampirkan
tersebut ke loket pelayanan seksi P2B Kecamatan
untuk dilanjutnya ke prosedur berikutnya. Dalam pro-
ses pemeriksaan permohonan tersebut, akan dilakukan
pengecekan dokumen-dokumen tersebut, apakah per-
mohonan tersebut telah memenuhi berbagai aspek
yang telah ditentukan arau tidak untuk diberikan IMB.
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Pengecekan tersebut juga dilakukan secara lang-
sung ke lokasi pembangunan, untuk mengetahui
apakah kegiatan pembangunan tersebut sudah dimu-
lai atau belum. Bagi permohonan yang diajukan sete-
lah pembangunan dilakukan, maka akan dikenakan
denda yang ditentukan berdasarkan pelanggaran yang
dilakukan. Yang patut diketahui dari proses pemerik-
saan di lapangan ini adalah proses dilakukan oleh
petugas lapangan di seksi P2B Kecamatan yang
bertanggung jawab di masing-masing kelurahan.
Kadangkala ketidakhadiran petugas di lapangan ini
karena sedang berada di lapangan atau di luar kantor
dapat menjadi penghalang lamanya pengurusan IMB.
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Setelah keterangan lapangan didapat, maka petu-
gas loket akan menghitung keseluruhan biaya yang
harus dibayar. oleh pemohon. Untuk itu, pemohon
akan diberikan surat perintah setor (SPS) yang harus
dibayarkan ke kas daerah yang ada di kantor keca-
matan. Komponen biaya yang harus dibayar oleh
pemohon IMB ini terditi atas:
1. Retribusi Pengawasan Pembangunan (RPP)
untuk pelayanan pengawasan bangunan. Retri-
busi ini dikenakan bagi kegjatan pembangunan
yang dilakukan setelah izin diberikan.
* Besarnya RPP untuk setiap bangunan tidak
sama. Penentuan besarnya RPP yang harus
dibayar diperhitungkan berdasarkan perun-
tukan, luas bangunan, ketinggian bangunan,
dan kelompok bangunan serta harga satuan
retribusi disesuaikan dengan jenis bangunan.

¢ Besarnya RPP dapat dihitung menurut jenis
kegiatan:

- Bangunan baru tanpa pelanggaran:
RPP= luas bangunan x harga satuan re-
tribusi per m2

- Petbaikan bangun-bangunan yang tidak
dapat dihitung besar/luasnya:

RPP= 1,75% x biaya perbaikan

- Perbaikan bangunan lama sebagian atau
seluruhnya tanpa mengubah struktur
bangunan utamanya:

RPP= 25% x luas bangunan x harga satu-
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an retribusi per m2
- Pembongkaran bangunan:
RPP= 1,75% x biaya pembongkaran

2. Retibusi Pengawasan Bangunan Tambahan
(RPBT) untuk pelayanan pengawasan bangun-
an tambahan. Retribusi ini dikenakan bagi
kegiatan pembangunan yang telah dilakukan
sebelum izin IMB.

* RPBT dikenakan untuk pelayanan peng-
awasan bangunan tambahan di luar ketentu-
an yang telah ditetapkan dan dikenakan pada
saat permohonan IMB

* Adapun besarnya RPBT yang harus dibayar
ini dihitung berdasarkan rumus:

RPBT=F x LP/LT x RPP atau RPBT = F x
Persentase x RPP

LP= luas pemanfaatan lebih

LT= luas total bangunan

F= koefisien pemanfaatan lebih;

Di mana koefisien pemanfaatan lebih (F) adalah ko-
efisien jenis kelonggaran (F1) kali koefisien jenis
bangunan (F2):

F= FixF2
Begarny:l koefisien jenis kelungga;-an (F1) adalah:

F1= 1, untk kelonggaran sebagai berikut
- Tidak memenuhi jarak bebas atau;



Luas tanah yang dikuasai tidak/belum sesuai luas satu-
an kavling atau;

Luas tanah yang dikuasai belum sesuai luas satuan
kavling atau ;

Luas tanah yang dikuasai belum mememnhi syarat mi-
nimum luas setiap jenis peruntukan tanah atau;
Tidak memenuhi persyaratan khusus atau;
Membangun tanpa/sebelum ada izin

F1= 2, untuk kelonggaran; tidak sesuai perpetakan tanah
yang mengakibatkan pemecahan/penyatuan  satuan
kavling, Besarnya koefisien jenis bangunan(F2) adalah:

F= 1 untuk perumahan kecil
F2= 2 untuk perumahan sedang
F3= 3 untuk perumahan besar
2= 1 untuk bangunan bersifat sementara
= 2 untuk bangunan -banguaan yang dimohonkan
tersendini
F2= 1 untuk perbaikan/perubahan bangunan bagi
semua jenis bangunan
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Contoh penghitungan biaya retribusi:

Misal: bangunan rumah tinggal dengan perun-
tukan Wisma besar tunggal (Wbs/T) dengan data:

1) luas bangunan = 540 m2

2) luas perkerasan = 120 m2
3) panjang pagar = 80m2
Maka RPP:

Bangunan = 540 m2 x Rp 6000,- = Rp 3.240.000

Perkerasan = 120 m2 x Rp 1000,- = Rp  120.000
Pagar = 80m2xRp 1000 = Rp  80.000
Jumlah RPP = Rp 3.440.000

RPBT = Rp. 0,- {karena sesuai dengan IMB)
Retribusi IMB yong harus dibayar

= RPP + RPBT

= Rp. 3.440.000,- + 0

= Rp. 3.440.000

Keterangan:

1. Retribusi untuk perumahan besar luas bangunen ...> 200 m2) =
Rp 6.000,-/m2

2. Retribusi untuk perkerasan = Rp 1000,-/m?2

3. Retribusi bangunan-bangunan {pagar) = Rp. 1000,-/m?2

TIPS

1. Mintalah sefiap rincian pengeluaran yang harus
anda keluarkan. Jangan anda bayar di luar ketentu-
an yang sudah ada.

2. Mintalah semua bukti pembayaran yang anda
bayar untuk pengurusan IMB anda. Bila ada pihak
yang tidak mau menyerahkan bukii tersebut, hati-
hati, mungkin itu salah satu benluk pungli yang
anda hadapi. Catat identitas petugas itu dan
loporkan langsung kepada Kepala Suku Dinas P2K
di Kantor Walikota setempat.
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S Pt e

Dari SPS yang didapat, pemohon IMB membayar
retribusi di kas daerah yang ada di kantor kecamatan.
Setelah membayar, pemohon akan mendapat bukti
pembayaran retribusi yang harus diserahkan kembali
ke loket pelayanan Seksi P2B Kecamatan.

Tahap selanjutnya setelah bukti pembayaran di-
terima petugas loket, maka berkas permohonan
selanjutnya akan diproses untuk diterbitkannya Izin
Pendahuluan (IP) oleh Kepala Seksi P2B Kecamatan.

Selanjutnya IP ini dapat digunakan oleh pemohon
IMB untuk memulai pembangunan tanpa harus
menunggu selesainya IMB.

-— =
\zin Pandahutvan (P)
Moses da{s‘;nal::"pérlnbucmn IMB:
i MB dibutuhkan
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1) Lzin Pendohuluon menyelurul N
odatoh izin yang keluorken unluk)‘men' 4
bongun sOMpoSt < closainya seluruh tend
ccng. 1P untuk bongunc? rumoh tingg :
sompoi dungon dua lopis long‘zh el 4
pelonggoren @ Jikeluorkon 5
P28 Kecometan)

emugaran
P28 Kotomadya)
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Pr;sedur Pembuatan lzin Pendahuluan pada

Seksi P2B ecamatan
SPPL HPL
..... _—3 Menyerahkan
Y swo .
FP— [P ] SPPL Menondo. Menyerohkan 7]
tangoni ’ bukti pemba-
3 E SKRD yoran SKRD E
— Petugas

M N Kepala Toto M

(o] ! Seksi Uscha o
P28
H[<—| L P28 H
Kec —3
(o} A = Menando- | Kecomaton Menyerahkan | O
tangani IP P

N i N
L | |
-

2 (duo) jem

- : 4

3 (tiga) hori
3 t
2 {dua) hari .

- S——y— keria untuk pengurusen IMB >

Sebelum IP diberikan, pemohon akan mendapat
Papan Proyek yang harus dipasang di lokasi pem-
bangunan sebagai bukti bahwa pembangunan yang
dilakukan, telah mendapatkan izin dari pemerintah
daerah.
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I

1. Ingat! Ando sudah bisa membangun dengan P,
meskipun umumnya hanya 25 hari.

2. Pasanglah papan proyek di tempat yang mudah di-
lihat, agar anda tidak diganggu oleh petugas ke-
lurchan.

3. Ingat! Pembangunan ofau renovasi rumah ando
dapat dilakukan cukup dengon lzin Pendahuluan.
Proses IMB yang lama fidak membuat anda menun-
da pembangunan rumah anda. Namun IP anda
hanya berumur 25 hari, selama IMB belum ada,
hati-hati dengan petugas dari kelurahan yang
mengusik pembangunan anda.
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Untuk melanjutkan proses pembuatan IMB terse-
but, Seksi P2B Kecamatan kemudian mengirimkan
berkas permohonan ke Suku Dinas P2B Kotamadya
untuk mendapatkan penetapan IMB dari Dinas P2B
Propinsi atas nama gubernur Propinsi DKI. IMB
yang telah disetujui kemudian dibukukan pada Suku
Dinas P2B Kotamadya yang selanjutnya diberikan
kepada pemohon melalui loket pelayanan Seksi P2B
Kecamatan.

SK IMB yang diberikan kepada pemohon dapat
terbagi menjadi beberapa jenis tergantung dari peni-
laian terhadap ketentuan teknis dan planologis. Jenis-
jenis SK-IMB yang dikeluarkan terdiri atas:

1. IMB, apabila rencana bangunan/ bangun-
bangunan dinilai telah sesuai dengan ketentuan
teknis dan planologjs;

2. IMB bersyarat, apabila rencana bangunan/
bangunan-bangunan dinilai masih perlu adanya
penyesuaian teknis;

3. IMB bersyarat sementara, apabila rencana ba-
ngunan/bangun-bangunan terletak di daerah
perbaikan kampung/MHT dan atau dibuat dari
bahan/material dengan tingkat permanensi
sementara;

4. IMB bersyarat sementara berjangka, apabila
rencana 'bangunan/bangun-bangunan ber-
dasarkan penilaian teknis dan planologis hanya
diberikan untuk digunakan dalam jangka waktu
terbatas.
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5. Izin Khusus/Keterangan Membangun

lzin Khusus/Keterangan Membangun ini

diterbitkan oleh Suku Dinas terhadap permo-

honan:

a. Penambangan bangunan/bangun-bangunan
yang telah memiliki IMB dengan batasan
sebagai berkut:

1) Untuk jenis bangunan rumah tinggal yang
menambah ruang, dibatasi 30% dari luas
bangunan lama dengan luas penambahan
maksimal 250 m2.

2) Untuk jenis bangunan rumah tinggal yang
menambah tingkat/pemanfaatan lantai
atap, dibatasi 50% dari luas tanah atap
dengan luas penambahan maksimal 250
m2;

3) Untuk jenis bangunan sosial dan bangun-
an uszha yang menambah ruang untuk
penggunaan utama dan atau fasilitas
penunjang, dibatasi 20% dari luas
bangunan lama dengan luas penambahan
maksimal 500 m2.

4) Untuk jenis bangunan sosial dan bangun-
an usaha yang menambah tingkat/pe-
manfaatan lantai atap, dibatasi 50% dari
luas tanah atap dengan luas penambahan
maksimal 500 m2;

5) Untuk jenis bangunan industri dan pergu-
dangan yang menambah ruang untuk
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penggunaan bangunan utama dan atau
fasilitas penunjang dibatasi 20% dari luas
bangunan lama dengan luas penambahan
maksimal 500 m2.

6) Untuk jenis bangunan industri dan pergu-
dangan yang menambah tingkat termasuk
mezanine, dibatasi 50% dari luas lantai di
bawahnya dengan luas penambahan mak-
stmal 500 m2.

b. Perubahan bangunan yang tidak berarti be-
rupa perubahan interior, perbaikan atap, peng-
gantian komponen bangunan dan sejenis-
nya yang telah memiliki IMB dengan tetap
mempertimbangkan segi arsitektur dan
lingkungan;

¢. Pembangunan pagar, pos jaga, rumah con-
toh (mack up), bedeng kerja proyek, papan
reklame, perkerasan dan pembongkaran
bangunan/ bangun-bangunan;

--‘
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d. Pembangunan bangunan rumah tinggal dan
atau bangunan umum sementara pada lokasi
yang ditetapkan gubernur atau walikota-
madya, sebagai penampungan kegiatan
usaha sementara atau pemukiman sementara
yang rencana kotanya belum dilaksanakan;

e. Perbatkan dan penyesuaian bangunan yang
terpotong akibat pelebaran jalan, jalur sungai,
jalur kereta api atau sejenisnya dan kondisi
lapangan belum sesuai dengan rencana kora.

IMB-nya sendiri diterbitkan oleh Dinas P2B
Propinsi berupa Surat Keputusan Kepala Dinas atas
nama gubernur dengan lampiran:

1. Keterangan dan Peta Rencana Kota

2. Gambar Arsitektur

3. Perhitungan dan gambar struktur dan atau

instalasi dan perlengkapannya

4. Bukti Pengawasan Pelaksanaan Bangunan

I T1ps |
| TIPS |~

1. Ingat! IMB diperlukan jika onda membangun atau
merenovasi rumah ando dengan perubahan yang
cukup besar. Bila anda honya mengganti genteng
bocor, mencat rumah dengan memperbaikan yang
relatif sederhana anda tidak membutuhkan IMB.
Pastikan renovasi rumch anda tidak mengganggu
tetangga samping rumch kiri kanan dan depan
belakang anda. Tumpukan pasir didepan rumah anda
dan tumpukan kayu-kayu bekas yang sembarang,
mengundang petugas P2K kecamatan uniuk men-
datangi rumah anda dan menanyakan izin tersebut.
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2. Jika anda ingin membangun rumah dan merenovasi
besar-besaran rumah anda, pastikan bohwa anda
memiliki cukup waktu untuk menempuh semua periz-
inan yang harus dilalui untuk mendapatkan IMB
anda.

3. Awas! Lamanya anda mngurus IMB kadang-kadang
disebabkan oleh fakior instansi: pemerintah lainnya
yang mengeluarkan dokumen pendukung dari per-
syaratan yang harus anda penuhi. Berdasarkan peng-
alaman, mengurus surat tanah di kantor pertanahan
memakan waktu paling lama dari proses pelayanan.

3. Apa yang terjadi bila kita tidak memiliki IMB?

Kegiatan pembongkaran rumah atau bangunan
yang terjadi di wilayah Jakarta ini, mungkin sudah
pernah kita dengar sebelumnya. Pemda dengan alat
beratnya menongkrongi rumah atau bangunan yang
melanggar izin atau bahkan tidak punya izin sama
sekali bersiap untuk memulai pembongkaran setelah
acapkali diperingati. Jelas upaya Pemda ini menim-
bulkan kerugian yang tidak sedikit bagi warganya.
Ancaman tidak memiliki rumah tinggal tidak lagi
menjadi mimpi namun telah berwujud kenyataan.
Tentunya hal ini menjadi perhatian banyak pihak,
agar kita sendiri tidak menjadi korban keganasan
Pemda dan Hak-hak yang kita miliki pun dapat tetap
terjaga.

Kegiatan penertiban bangunan, sebagai bahasa
yang dikenal di kalangan Pemda, merupakan salah
satu fungsi dan tugas pokok dari Dinas P2B Propinsi
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DKI. Berdasarkan SK Gubernur No. 1068 tahun
1997 /Petunjuk Pelaksanaan Penertiban, kegiatan
membangun dan menggunakan bangunan di DK,
bahwa tindakan penertiban ini dapat dikenakan kepa-
da setiag kegiatan tanpa izin yang meliputi:
1. Kegiatan membangun
2. Pelanggaran menggunakan bangunan
3. Pelanggaran terhadap kelayakan bangunan
Tindakan penertiban terhadap kegiatan tanpa 1zin
tersebut dapat berupa:
1. Terhadap fisik bangunan berupa:
a. Surat Pemberitahuan
Surat ini dikeluarkan dengan maksud agar
pelaku pembangunan melaksanakan isi surat
pemberitahuan, bahwa pemilik bangunan
harus mengurus izin pendirian, pemakaian,
atau kelayakan menggunakan bangunan.
b. Surat Peringatan
Surat ini dikeluarkan dengan maksud agar
pelaku pembangunan mengikuti petunjuk di
dalam surat peringatan
c. Surat Perintah Penghentian Pekerjaan
Pembangunan (SP4)
Surat ini dikeluarkan dengan maksud agar
kegiatan pembangunan segera dihentikan
d. Segel
Surat ini dikeluarkan dengan maksud agar
seluruh aktivitas/kegiatan pembangunan
pada lokasi pembangunan yang melanggar
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segera dihentikan/dirutup.

e. Surat Perintah Bongkar (SPB)
Surat ini dikeluarkan dengan maksud agar
pemilik bangunan segera melaksanakan
pembongkaran sendiri atas bagian-bagian
bangunan yang melanggar.

f. Bongkar Paksa
Kegiatan pembongkaran secara paksa yang
dilakukan oleh petugas Pemda apabila pemi-
lik bangunan tidak membongkar sendiri
bagian-bagjan yang melanggar.

2. Terhadap pelaku pembangunan dapat di

kenakan:

a. Sanksi Pidana (Yustisi)

b. Sanksi Administrasi
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Sanksi Pidana Terhadap Pemilik

“Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan
Daerch ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya
3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.
50.000.000, dengan atau tidak dengan merampas/
menyita alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan
pelanggaran” (Pasal 271 ayat 1 Perda No. 7 tahun
1991)

“Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini, terhadap pelanggaran dimaksud dapat dike-
nakan biaya paksaan penegakan hukum seluruhnya
atau sebagian”. (Pasal 271 ayat 2 Perda No. 7 tahun
1991)

Sanksi Terhadap Fisik Bangunan tanpa IMB

“Selain ketentuan pidana sebagaimana pada Pasal
271, Gubernur Kepala Daerah berwenang mengeluar-
kan perintah untuk, membongkar, menyegel dan
menghentikan dengan segera pekerjaan dan atau
penggunaan alas sebagian atau seluruh bangunan,
bangun-bangunan, instalasi dan perlengkapan bangun-
an yang berentangan dengan ketentuan dalam
Peraturan Daerah ini (Pasal 272ayat 1 Perda No. 7
tahun 1991).

“Dalam hal dilakukan pembongkaran secara paksa,
biaya pembongkaran dibebankan kepada pemilik ba-
ngunan. (Pasal 271 ayat 2 Perda No. 7 tahun 1991).
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Sanksi Administratif

“Selain ancaman hukuman dan sebagaimana dimaksud

pada pasal 271 dan 272, terhadap pelanggaran keten-

tuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan tin-

dakan berupa:

a. Pencabutan izin membangun bangunan

b. Pencabutan izin untuk menggunakan dan ofau ke-
layakan menggunakan bangunan

c. Teguran atau skorsing atau penurunan golongan
atau pencabutan izin untuk bekerja perancang,
perencana, direksi pengawas, pengkaji dan pem-
borong (Pasal 273 Perda No. 7 tahun 1991).

“Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini, terhadap pelanggaran dimaksud dapat dike-
nakan biaya paksaan penegokan hukum seluruhnya
atau sebagian”. (Pasal 271 ayat 2 Perda No. 7 tahun
1991)

102



191) §

Fisik Bangunan

-

Tanpa IMB/tidak

Pelaku

Lt

3

__).

——3» Pemeliharaan Bangunan
3 Pengelolaon Bangunan
|__—3» Pemilik Bangunan

Pembangunan

| Zrom——omZmMo Z>7<>OZ——j

Y

3 Pemborong

3. Penyerta Pelaku Pembangunan
L3 Pengkaji Teknis

— Direksi Pengawas

—3 SP4 (3x24 jom}

Bongkar

S. Penyegelan
{7x24 jom)

L—» Penyegelan

il

L Segel (7x24 jom)
L— 3 SPB (7x24 jom)

> S. Pemberitahuan
(3x24 jom)

S. Peringatan
(7x24 jam)

——

L3 Pencobutan lzin

|3 Penyidikon ——- Sanksi Pidana

— Sanksi Administratif

L



LAMPIRAN II

Hak Anda dan Pelayanan Publik
di Bidang Tanah dan Bangunan
di Wilayah DKI Jakarta



Lampiran 1

ALAMAT KANTOR PELAYANAN DALAM
PENGURUSAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DKI JAKARTA

DINAS PENGAWASAN
. PEMBANGUNAN KOTA
JI. Taman Jatibaru No. 1 Tanah Abang
Jakarta Pusat
Telp. (021) 385.7093

SUKU DINAS PENGAWASAN PEMBANGUNAN
KOTA JAKARTA PUSAT
J1. Tanah Abang 1 Lt. 2
Telp. (021) 385.0195, 345.0782

SUKU DINAS PENGAWASAN PEMBANGUNAN
KOTA JAKARTA UTARA
J1. Yos Sudarso No. 27-29
Telp. (021) 494.593

SUKU DINAS PENGAWASAN PEMBANGUNAN
KOTA JAKARTA BARAT
Puri Kembangan
Telp. (021) 582.1757, 582.5103, 582.5106

SUKU DINAS PENGAWASAN PEMBANGUNAN
KOTA JAKARTA SELATAN
JL. Trunojoyo No. 2
Telp. (021) 722.0846
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SUKU DINAS PENGAWASAN PEMBANGUNAN
KOTA JAKARTA TIMUR

Sentra Primer Timur Baru, Pulo Gadung
Telp. (021) 480.2046

1. Dinas Pengawasan Pembangunan Kota DKI
Jakarta
Jl. Taman Jatibaru No. 1 Jakarta Pusat.
No.telp. 3440542, 3857093
2. Suku Dinas Pengawasan Pembangunan
Kotamadya Jakarta Pusat
J1. Tanah Abang1/1, Jakarta Pusat. No. Telp.
3850195
3. Sie Pengawasan Pembangunan Kota Kecamatan
Gambir
J1. Tanah Abang 1/10, Jakarta Pusat.
4. Sie Pengawasan Pembangunan Kota Kecamatan
Sawah Besar
JI. Krekot Jaya 1/4 C, Jakarta Pusat
5. Sie Pengawasan Pembangunan Kota Kecamatan
Cempaka Putih
JL Cempaka Putih Barat XXV, Jakarta Pusat
6. Sie Pengawasan Pembangunan Kota Kecamatan
Johar Baru
J1. Johar Baru Utara I, No. 1, Jakarta Pusat
7. Sie Pengawasan Pembangunan Kota Kecamatan
Tanah Abang -
JI. KH. Mas Mansyur No. 130, Jakarta Pusat
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Sie Pengawasan Pembangunan Kota Kecamatan
Kemayoran

J1. Serdang 111, Jakarta Pusat

Sie Pengawasan Pembangunan Kota Kecamatan
Senen

J1. Stasiun Senen Lama No. 4, Jakarta Pusat
Sie Pengawasan Pembangunan Kota Ke-
camatan Menteng

J1. Pegangsaan Barat No. 14, Jakarta Pusat
Suku Dinas Pengawasan Pembangunan
Kotamadya Jakarta Utara

JL. Yos Sudarso 27-29, Tanjung Priok, Jakarta
Utara, No. Telp : 4357509

Sie Pengawasan Pembangunan Kota Kecarnatan
Koja

Jl. Mundu No. 1, Kelurahan Lagoa, Jakarta
Utara

Sie Pengawasan Pembangunan Kota Kecamatan
Kelapa Gading

J1. Boulevard Timur No. 1, Kelapa Gading,
Jakarta Utara

Sie Pengawasan Pembangunan Kota Kecamatan
Tanjung Priok

J1. Yos Sudarso No. 2, Tanjung Priok, Jakarta
Utara

Sie Pengawasan Pembangunan Kota Kecamatan
Cilincing

JL. Sungai Landak No. 7, Jakarta Utara



16.
17.

18.

19.

20.

22.
23.

24.

Sie Pengawasan Pembangunan Kota Kecamatan
Penjaringan

JL. Pluit Raya No. 5, Jakarta Utara

Sie Pengawasan Pembangunan Kota Kecamatan
Pademangan

J1. Budimulya Raya, Jakarta Utara

Ste Pengawasan Pembangunin Kota Kecamatan
Kepulauan Seribu

Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Jakarta
Utara

Suku Dinas Pengawasan Pembangunan
Kotamadya Jakarta Barat

J1. Raya Kembangan, Jakarta Barat. No. Telp.
5821757, 5823369

Sie Pengawasan Pembangunan Kota Kecamatan
Grogol Petamburan

JLTanjung Duren Raya No. 2, Jakarta Barat

. Sie Pengawasan Pembangunan Kota Kecamatan

Palmerah

JI. KH. Taisir No. 2, Kel. Palmerah, Jakarta Barat
Sie Pengawasan Pembangunan Kota Kecamatan
Cengkareng

J1. Kamal Raya No. 1, Jakarta Barat

Sie Pengawasan Pembangunan Kota Kecamatan
Kalideres

J1. Peta Utara No. 26, Kalideres, Jakarta Barat
Sie Pengawasan Pembangunan Kota Kecamatan
Taman Sari

JI. Kemukus No. 2, Jakarta Barat
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Sie Pengawasan Pembangunan Kota Kecamatan
Kebon Jeruk

J1. Raya Kebun Jeruk No. 2, Jakarta Barat
Sie Pengawasan Pembangunan Kota Kecamatan
Kembangan

Jl. Komp. BTN Kel. Kembangan Utara,
Jakarta Barat

Suku Dinas Pengawasan Pembangunan
Kotamadya Jakarta Selatan

JI. Trunojoyo No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan. No. Telp : 7206184

Sie Pengawasan Pembangunan Kota Kecarmatan
Tebet

JI. Prof Soepomo, Jakarta Selatan

Sie Pengawasan Pembangunan Kota Kecamatan
Setiabudi

J1. Setiabudi Barat No. § K, Jakarta Selatan
Sie Pengawasan Pembangunan Kota Kecamatan
Mampang Prapatan

JI. Kapt. P. Tendean, No. 9, Jakarta Selatan
Sie Pengawasan Pembangunan Kota Kecamatan
Kebayoran Baru

JL. Kerinci IX Blok E/1, Jakarta Selatan

Ste Pengawasan Pembangunan Kota Kecarmatan
Cilandak

JI. KH. Muhasyim Raya, Jakarta Selatan

Sie Pengawasan Pembangunan Kota Kecamatan
Pasar Minggu

JI. Raya Ragunan No. 16, Jakarta Selatan



34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Ste Pengawasan Pembangunan Kota Kecamatan
Pesanggarahan

J1. Pesanggrahan Raya No. 2, Jakarta Selatan
Ste Pengawasan Pembangunan Kota Kecamatan
Kebayoran Lama

J1. Ciputat Raya, Jakarta Selatan

Ste Pengawasan Pembangunan Kota Kecamatan
Pancoran

Ji. Pangadegan Timur 11/2, Jakarta Selatan
Ste Pengawasan Pembangunan Kota Kecanatan
Jagakarsa

JL. Sirsak 2, Jagakarsa, Jakarta Selatan

Suku Dinas Pengawasan Pembangunan
Kotamadya Jakarta Timur

J1. Sentra Primer Baru Timur, Jakarta Timur.
No. Telp. 4603873

Ste Pengawasan Pembangunan Kota Kecamatan
Matraman

J1. Balai Rakyat Utan Kayu, Jakarta Timur
Sie Pengawasan Pembangunan Kota Kecamatan
Jatinegara

JI. Kebun Nanas/TPU Jatinegara, Jakarta
Timur

Ste Pengawasan Pembangunan Kota Kecamatan
Duren Sawit

J1. Swadaya 8/4 Duren Sawit, Jakarta Timur
Sie Pengawasan Pembangunan Kota Kecamatan
Pulo Gadung

J1. Pulomas Barat VI, Jakarta Timur
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J1. Pulomas Barat VI, Jakarta Timur

-43. Sie Pengawasan Pembangunan Kota Kecamatan

112

Cakung
J1. Raya Bekasi Km. 23, Jakarta Timur

44. Sie Pengawasan Pembangunan Kota Kecamatan
Makasar
J1. Lembur I, Jakarta timur

45. Sie Pengawasan Pembangunan Kota Kecamatan
Ciracas
JL Pengantin Ali No. 9, Ciracas , Jakarta
Timur

46. Sie Pengawasan Pembangunan Kota Kecamatan
Cipayung
JL Raya Hankam No. 11, Jakarta Timur

47. Sie Pengawasan Pembangunan Kota Kecamatan
Pasar Rebo -
JI. Raya Bogor Km. 27, Jakarta Timur.



Lampiran

RETRIBUSI PENGAWASAN PEMBANGUNAN KOTA

Tabel 1
Bangunan Rumah Tinggal
LUAS BANGUNAN (LB)’
JENIS BANGUNAN
0<LB,100M | 100M<LB<200M | LB>200 M
Perumahan kecil
a. Rumah kecil Rp 400.00/ Rp 3.000.00/ Rp 5.000.00/
b. Rumah sederhana m2 m2 m2
¢. WKC (T/D)
Perumahan sedang
a. Rumch
b. V:;ismo s.d 2 lantai Rp 3.000.00/ Rp 5.000.00/
c. Wsd (T/D) m2 m2
d. Wtm dengan KDB
5% - 20%
Perumachan Besor-Wbs Rp 5.000.00/ Rp 5.000.00/ Rp 6.000.00/
m2 m2 m2
Rumah susun Sederhana Rp 400.00/
m2
Tabel 2
Perhitungan Retribusi Pengawasan Bangunan
JENIS BANGUNAN TARIF
a. Untuk rumah tinggal 5% dari RPH
b. Untuk bongunan sosial 10% dori RPH
c. Untuk bang industri/pergudong 10% dari RPH
d. Untuk bang perdagangan/pertok 15% dari RPH
e. Untuk bang bersifot ! 5% dori RPH
f. Untuk bangunan-bangunan 5% dari RPH
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Tabel 3
Retribusi Minimum
Pelayanan Pengawasan Pembangunan Kota

- JENIS BANGUNAN TARIF (Rp)
1. Bangunan perumahan

a. Perumahon kecil 50.000,00

b. Perumahan sedang 75.000,00

c. Perumahan besar 100.000,00

d. Rumah susun sederhana (RSS) 50.000,00
2. Bangunan sosiol

a. Bangunan tempat ibadah 00,00

b. Bangunan bukan tempat ibedch 100.000,00
3. Bangunan sosial

o. Industri pergudengan 150.000,00

b. Perdagangan/perkantoran 200.000,00
4. Bangunan sementara 50.000,00
5. Bangunan-banrgunan yang dimohonkan t Jiri 50.000,00
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Harga Satuan

Retribusi untuk Bangunan-bangunan

BANGUNAN Harge satuan
Retribusi (RP)
1. Pagar perkarangan don tanggul/turap 1.000/M2
2. Awning afou yang sejenisnyc 2.500/M2
3. Perkerason (tidak termasuk peti kemas) 1.000/M2
4. Kim renang/kolam pengolah air/bck peny- 4.000/M2
impan air
5. Gapura, gordu juga luas maksimum 2 m2. 50.000/unit
Selebihnya dihitung 5.000/M2
6. Pondasi Mesin {di luar bangunan) 50.000/unit
7. Jembaten/lift (Untuk servis kendaraan) 100.000/unit
8. Jembatan jalon (Kompleks) 50.000/unit
9. Menara bakar/cerobong asap tinggi mosk 5 25.000/unit
m
10. Menara penyimponan air {kap, Maks. 5m) 25.000/unit
11. Menaro antena & sejenisnyo (tinggi Maks. 1 50.000/unit
m3)
12. Gaordu listrik, ruong trafo, dan panel lucs 100.000/unit
maksimal 10 m2.
Selebiknya dihitung 5.000/unit
13. Rekl inimal/sek 9-k Y 1,75% dori bioyo pembuat-
1,75% diori bioya pembuatan on 100.000,00/unit
14. M persil don pekarang 50.000/unit
15. Lopangan olahrogo dengan pert
Komersil 2.500/M2
Non Komersil 00,00
16. Lopangan olah terbuka dengan per-
kerason:
Komersil - 1.000/M2
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DAFTAR SINGKATAN

BPHTB : Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan

F : Koefisien Pemanfaatan Lebih

F1 : Koefisien Jenis Kelonggaran

F2 : Koefisien Jenis Bangunan

GSB : Gans Sempo dan Bangunan

GSJ : Garis Sempo dan Jalan

HGB : Hak Guna Bangunan

HGU : Hak Guna Usaha

IMB ¢ Izin Mendirikan Bangunan

IP : Izin Pendahuluan

KDB : Koefisien Dasar Bangunan

KLB : Koefisien Lantai Bangunan

KTP : Kartu Tanda Penduduk

LP : Hak Pemanfaatan Lebih

LT : Hak Total Bangunan

PBB : Pajak Bumi dan Bangunan

Pemda DKI

Jakarta  : Pemerintah Daerah Khusus Ibukota
Jakarta

PST : Pada Situasi Terakhir

RPP : Retribusi Pengawasan Pembangunan

RPBT  : Retribusi Pengawasan Bangunan
Tambahan

RTRW  : Rencana Tata Ruang Wilayah

SIM : Surat Izin Mengemudi

SKPH : Surat Keputusan Pemberian Hak
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SP4

SPB
SPS
uu

: Surat Perintah Penghentian Pekerjaan

Pembangunan

: Surat Perintah Bongkar
: Surat Perintah Setor
: Undang Undang
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